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ABSTRAK

Nama : Nadiah Azzahra Bachdlar

NIM 20211020

Program Studi  : Hukum Keluarga

Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di

Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses pengangkatan anak tanpa
penetapan pengadilan di Kelurahan Girian Permai serta mengkaji akibat hukum dari
proses tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait nasab,
kemahraman, perwalian dan kewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian normatif empiris dengan pendekatan struktural dan teknik analisis
kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan lima orang
tua angkat dan kepala Kelurahan Girian Permai serta dokumentasi. Data sekunder
meliputi al-Qur’an, Hadits, KHI, peraturan perundang-undangan dan literatur
terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas narasumber memiliki
pengetahuan terbatas mengenai aspek yuridis pengangkatan anak. Proses
pengangkatan anak di Kelurahan Girian Permai dilakukan secara adat melalui
kesepakatan sukarela tanpa melibatkan pengadilan yang dipengaruhi oleh
kebutuhan emosional, kondisi keluarga yang tidak stabil, kesehatan dan
kesejahteraan anak serta kebutuhan administratif. Proses ini bertentangan dengan
hukum Islam, karena pengangkatan anak tidak mengubah status nasab anak, tidak
menciptakan hubungan mahram, wali dalam pernikahan berasal dari orang tua
kandung dan anak angkat tidak termasuk kategori ahli waris. Kesimpulannya adalah
pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berisiko menimbulkan
ketidakpastian hukum dan tidak sesuai syariat Islam, sehingga diperlukan
sosialisasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar
hak-hak anak angkat dapat terlindungi.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, Hukum Islam



ABSTRACT
Name : Nadiah Azzahra Bachdlar
Student Number 220211020
Program Studi . Family Law
Title : Child Adoption Without Court Determination Process in

Girian Permai Village, Girian Subdistrict, Bitung City

This thesis aims to analyze the process of adopting a child without a court
order in Girian Permai Village and examine the legal consequences of the process
from the perspective of Islamic law, especially related to nasab, kemahraman,
guardianship and inheritance. The research method used is normative empirical
research with a structural approach and qualitative analysis techniques. Primary
data was obtained through observation, interviews with five adoptive parents and
the head of Girian Permai Village and documentation. Secondary data includes al-
Qur'an, Hadith, KHI, laws and regulations and related literature. The results
showed that the majority of the interviewees had limited knowledge about the
Jjuridical aspects of child adoption. The process of child adoption in Girian Permai
Village is done by custom through voluntary agreement without involving the court,
which is influenced by emotional needs, unstable family conditions, health and
welfare of the child and administrative needs. This process is contrary to Islamic
law, because child adoption does not change the child's nasab status, does not
create a mahram relationship, the guardian in marriage comes from the biological
parents and the adopted child is not included in the category of heirs. The
conclusion is that adopting a child without a court decision risks causing legal
uncertainty and is not in accordance with Islamic law, so socialization by the
government is needed to increase public legal awareness.

Keywords : Child Adoption, Court Stipulation, Islamic Law
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto:

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya

kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(0.S Al-Insyirah : 5-8)

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.”
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak yang dikenal juga dengan adopsi merupakan sebuah
fenomena sosial yang sering terjadi di Indonesia. Meskipun dilandasi oleh niat
mulia untuk memberikan kasih sayang dan perhatian bagi anak-anak yang
memerlukan, fenomena pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan
masih marak terjadi di Indonesia. Pengangkatan anak dapat menjadi alternatif
untuk menyediakan lingkungan keluarga yang baru bagi anak-anak yang
memerlukan perlindungan. Melalui proses tersebut oleh orang tua angkat, anak
diharapkan dapat berkembang secara optimal dan dapat meraih masa depan
yang lebih cerah. Proses ini juga memberikan peluang bagi pasangan yang
tidak dikaruniai anak kandung untuk membangun keluarga dan merasakan
kebahagiaan memiliki buah hati.

Anak adalah titipan Allah Swt. yang tidak ternilai harganya. Mereka
merupakan amanah dan anugerah yang melampaui harta benda. Tak seorang
pun dapat menyangkal bahwa anak adalah karunia dari Sang Pencipta yang
memiliki kedudukan dan kemuliaan sebagai individu yang utuh. Anak adalah
penerus masa depan yang akan melanjutkan aspirasi dan harapan negara. Oleh
karena itu, sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlindungan maksimal
supaya dapat berkembang dengan sempurna, baik secara jasmani, psikologis
maupun sosial. Perlindungan tersebut merupakan wujud keadilan dalam
masyarakat. Upaya menjaga kesejahteraan anak mengandung konsekuensi
legal baik dalam peraturan formal maupun ketentuan adat istiadat. Hal ini
berlaku untuk seluruh anak, tanpa membedakan status mereka sebagai anak

kandung atau anak angkat.?

! Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 43.
2 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 92.



Memiliki anak merupakan dambaan bagi banyak pasangan yang telah
menikah. Kehadiran mereka membawa kebahagiaan dan rezeki, baik dalam hal
keuangan maupun pahala. Bagi keluarga, anak menjadi penerus keturunan,
menjaga agar marga keluarga tetap lestari. Keturunan adalah elemen yang
esensial dan tak terpisahkan bagi suatu klan, suku, atau keluarga yang ingin
mempertahankan eksistensinya dan berharap adanya generasi penerus. 3

Pada era ini, pengangkatan anak telah menjadi fenomena yang lumrah di
kalangan pasangan suami istri. Beragam motivasi serta alasan pendorong
menyebabkan pasangan suami istri tersebut melakukan tindakan tersebut
seperti faktor infertilitas, keinginan memberikan kasih sayang kepada anak
yang membutuhkan dan persiapan masa tua. Proses pengangkatan anak tidak
hanya terbatas bagi pasangan yang menginginkan keturunan saja, tetapi
kesempatan ini juga terbuka bagi orang tua tunggal (single parent) yang
berkeinginan untuk membangun keluarga melalui pengangkatan anak. *
Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan ini harus didasari oleh
motivasi yang kuat dan komitmen penuh demi memberikan cinta kasih,
pengasuhan, dan pendidikan yang terbaik untuk si anak.

Motivasi pengangkatan anak di Indonesia tidak dirumuskan secara eksplisit
dalam satu pasal tertentu. Namun, terdapat sejumlah regulasi dan peraturan
perundang-undangan yang membahas perihal tujuan dan prinsip pengangkatan
anak, yang secara implisit dapat memberikan gambaran tentang motivasi yang
mendasari fenomena ini. Salah satunya termaktub dalam Undang-Undang No.
35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2022 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (1) yang menegaskan bahwa
pengangkatan anak hanya bisa dilaksanakan demi kemaslahatan dan
kepentingan yang terbaik bagi anak serta didasarkan pada adat kebiasaan

setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

% Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 165.
4 Muhammad Kasyful Anwar Budi, “Penetapan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan,” (Skripsi,
Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 2-3.



Pasal 1 Angka (9) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menyatakan
bahwa anak angkat adalah anak yang haknya telah dialihkan melalui proses
hukum dari keluarga kandung, wali yang sah atau pihak lain yang bertanggung
jawab atas pengasuhannya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
Perpindahan hak ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (h) juga menyatakan bahwa
anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk keberlangsungan
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya beralih tanggung
jawabnya dari orang tua kandung ke orang tua angkat menurut putusan
pengadilan. Namun, dalam beberapa kasus pengangkatan anak dilakukan tanpa
melalui proses pengadilan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif dan
kekhawatiran, baik bagi anak yang diangkat, anak angkat, maupun pihak-pihak
terkait lainnya.

Dalam perspektif hukum Islam, pada dasarnya membenarkan bahwa
pengangkatan anak atau tabanni dapat dilakukan dengan syarat tidak boleh
mengubah status hukum anak dalam hal nasab, wali dan waris serta tidak
memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu,
prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pemberian kasih
sayang, pengasuhan dan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan
identitas nasab anak dan mencegah kerancuan hukum terkait perwalian dan
kewarisan.®

Kemurnian nasab dalam Islam telah diatur dalam al-Qur’an tepatnya dalam
Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yaitu sebagai berikut:

Q.S Al-Ahzab ayat 4:
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% Ika Putri Pratiwi, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan,”
(Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016), 3.
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Terjemahnya :
“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia
tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan
Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu
(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah
mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang
»6

benar).

Q.S Al-Ahzab ayat 5 :
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Terjemahnya :

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak
mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui
bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf
tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).”’

Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengangkatan anak
dibandingkan dengan hukum barat dan tradisi jahiliyah yang menganggap anak

angkat sebagai anak kandung, memutuskan hubungan antara anak angkat

dengan orang tua kandungnya, menyamakan hak waris anak angkat dengan

6 Kementerian Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Garut: Jumaanatul *Alyy-
Art, 2017), 418.
" Kementerian Agama RI, A-Qur'an dan Terjemahnya, 418.



anak kandung serta menjadikan orang tua angkat sebagai wali tetap terhadap
anak tersebut. Meskipun Islam tidak melarang pengangkatan anak, tetapi
terdapat batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Hukum Islam hanya
mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk
menyediakan kebutuhan sehari-harinya, mengedukasi, melindungi dan aspek
lainnya dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.®

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur
dan persyaratan pengangkatan anak. KHI hanya sebatas mengatur definisi anak
angkat dan menjelaskan konsekuensi hukumnya yaitu terkait warisan melalui
wasiat wajibah. Ketentuan yang lebih rinci tentang pengangkatan anak diatur
dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
khususnya pada pasal 39, pasal 40 dan pasal 41. Adapun ketentuan terkait
pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54
Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan, pengangkatan
anak dikategorikan sebagai suatu tindakan hukum yang sah dan resmi. Proses
pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan dengan mengikuti
prosedur hukum yang legal. Hal tersebut bertujuan untuk menertibkan proses
pengangkatan anak di masyarakat dan memastikan adanya kepastian hukum
bagi anak yang diangkat serta orang tua angkatnya.

Demi terjaminnya kepastian hukum di masa depan, bagi anak ataupun
orang tua angkat, rangkaian proses pengangkatan anak harus mengikuti
regulasi yang berlaku. Sayangnya, masih banyak individu yang melaksanakan
pengangkatan anak secara langsung tanpa proses penetapan pengadilan yang
hanya berdasarkan pada itikad baik. Seperti yang terjadi di Kelurahan Girian
Permai yang dimana masyarakat melakukan pengangkatan anak di luar

penetapan pengadilan. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih belum

8 Andi Syamsu Alam and M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta:
Kencana, 2008), 22.



mengetahui adanya hukum pengangkatan anak yang dirumuskan oleh otoritas
pemerintahan. Dalam beberapa kasus, pengangkatan anak dilakukan dengan
beberapa alasan misalnya sebagai pancingan agar mendapatkan keturunan,
membantu saudara yang tidak mampu secara finansial untuk mengurus anak
tersebut atau untuk mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin tertentu.
Dalam konteks ini, istilah “pancingan” merujuk pada motivasi yang
mendorong seseorang untuk mengambil langkah pengangkatan sebagai cara
untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu untuk melengkapi keluarga dengan
kehadiran anak atau memberikan dukungan kepada anggota keluarga lain.°

Meskipun niat di balik pengangkatan anak ini1 baik, yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan anak, proses ini harus tetap dilakukan sesuai
dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Jika tidak,
pengangkatan anak tersebut dapat dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan
dampak negatif bagi anak di masa depan. Hal ini jelas kontradiktif dengan
tujuan awal pengangkatan anak yakni untuk menyejahterakan, melindungi hak-
hak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengasuhan yang aman,
layak dan terjamin.

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dipaparkan, penulis terpacu
untuk melakukan penelitian riset mendalam tentang pengangkatan anak yang
tidak melalui prosedur penetapan pengadilan. Penelitian ini akan menelaah,
mengkaji dan membahas fenomena tersebut dalam skripsi ini yang berjudul
“Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di Kelurahan

Girian Permai, Kota Bitung”.

® Pandika, “Hukum Pengangkatan Anak”, 41.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berbagai masalah yang timbul berdasarkan latar belakang, akan penulis
uraikan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang
menjadi titik utama dari penelitian ini, sehingga dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. Maraknya pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan.
b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-
undangan terkait pengangkatan anak.
c. Faktor penyebab pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.
d. Akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan
ditinjau menurut hukum Islam.
2. Batasan masalah
Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengangkatan anak tanpa
melalui proses penetapan pengadilan yang terjadi di Kelurahan Girian
Permai. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis bagaimana
mekanisme pengangkatan anak tersebut berlangsung di tingkat masyarakat,
serta akibat hukumnya terutama dalam perspektif hukum Islam.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di
Kelurahan Girian Permai?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa proses pengadilan
ditinjau menurut hukum Islam?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan
pengadilan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa proses

pengadilan yang ditinjau dari hukum Islam.



E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memerikan kontribusi baik

secara teoritis dan praktis. Kedua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1.

Manfaat teoritis

a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengangkatan

anak tanpa melalui proses pengadilan yang dapat membantu mengisi
kesenjangan pengetahuan yang ada tentang isu ini. Hal ini penting untuk
memahami kompleksitas pengangkatan anak di luar proses pengadilan

dan faktor-faktor yang mendasarinya.

. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Masyarakat

tentang pentingnya melakukan pengangkatan anak melalui penetapan
pengadilan. Hal ini didasari oleh adanya peraturan perundang-undangan
tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang mewajibkan proses

pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

2. Manfaat praktis

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di

bidang Hukum Keluarga Islam, serta memperkaya khazanah literatur

dengan menghadirkan perspektif baru dalam isu pengangkatan anak.

. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti

prosedur pengangkatan anak yang benar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

F. Definisi Operasional

1.

perundang-undangan.

Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh

seseorang dengan menjadikan anak milik orang lain menjadi anaknya

sendiri, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan

10 Berdasarkan  definisi tersebut  penulis

10 Siti Musdaharah, “Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Indonesia,” Jurnal Hukum Islam, vol. 16, no. 2 (2022): 243.



menyimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah proses hukum dimana

seseorang menjadikan anak orang lain sebagai anaknya sendiri dengan

segala akibat hukum yang melekat. Tujuan utama dari pengangkatan anak
ini adalah untuk memberikan kasih sayang, perlindungan serta pendidikan
yang layak kepada anak yang diangkat.
2. Penetapan Pengadilan

Penetapan pengadilan adalah putusan pengadilan yang tidak bersifat
memutus perkara, tetapi hanya menyatakan, mengakui, atau membenarkan
suatu keadaan, hak, atau kewajiban yang sudah ada.!!

G. Tinjauan Pustaka

Berikut ini beberapa tinjauan pustaka yang memiliki kesamaan dan
relevansi dengan topik penelitian penulis, antara lain:

Skripsi yang berjudul Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan,
karya ini ditulis oleh Muhammad Kasyful Anwar Budi mahasiswa Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020.
Pembahasan pada skripsi ini lebih luas dan komprehensif karena mencakup
praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, faktor yang
mendorongnya, dampaknya terhadap hak anak angkat dan kesadaran hukum
masyarakat mengenai PP Nomor 54 Tahun 2007. Persamaan penelitian saya
dengan penelitian Muhammad Kasyful Anwar Budi yaitu sama-sama memakai
metode kualitatif serta jenis penelitian normatif. Perbedaannya yaitu penelitian
saya lebih spesifik dan fokus pada proses pengangkatan anak tanpa penetapan
pengadilan dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam.*2

Skripsi yang berjudul Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan
Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak, hasil karya Annisa Sriwahyu mahasiswa Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022. Skripsi

1 M. Yahya Komar, Hukum Acara Perdata Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 321.
12 Budi, “Penetapan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan.”, 5.
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ini membahas mengenai praktik pengangkatan anak tanpa penetapan
pengadilan dengan fokus wilayah penelitian di Kecamatan Tapaktuan. Skripsi
ini juga mengulas dampak hukum yang timbul akibat pengangkatan anak tanpa
penetapan pengadilan menurut hukum adat dan hukum positif. Berbeda
dengan penelitian ini yang khusus membahas dampak tersebut berdasarkan
perspektif hukum Islam.*®

Skripsi yang berjudul Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Fenti Juniarti mahasiswa
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021. Skripsi
ini membahas mengenai dampak pengangkatan anak tanpa melalui prosedur
penetapan pengadilan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.
Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih lengkap membahas terkait
pengangkatan anak tanpa proses pengadilan serta akibat hukumnya dalam
perspektif hukum Islam.*

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Parepare
Berdasarkan Permensos Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan
Pengangkatan Anak (Perspektif Siyasah Syar’iyyah), karya ini ditulis oleh
Annisa Nur Fathira mahasiswa Fakultas Syariah dan [Imu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024. Skripsi ini membahas tentang
pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Parepare berdasarkan Permensos
Nomor 110/Huk/2009, dengan fokus pada kepastian hukum, prosedur
pelaksanaan, serta dampak pengangkatan anak tanpa melalui proses hukum
yang sah menurut perspektif siyasah syar iyyah. Persamaan skripsi ini dengan
penelitian saya yaitu keduanya sama-sama membahas tema pengangkatan anak

dari perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya adalah skripsi Annisa Nur

13 Annisa Sriwahyu, “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum
Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Skripsi, Banda
Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 6.

14 F Juniarti, “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Islam” (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021), 6.
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Fathira lebih menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan pemerintah
(Permensos) dan menggunakan perspektif siyasah syar’iyyah, yang
menggabungkan aspek politik dan hukum Islam dalam konteks kebijakan.
Sedangkan skripsi saya fokus pada praktik pengangkatan anak tanpa penetapan
pengadilan dan menelaah dampaknya dari sisi hukum Islam secara murni.*®
Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Luar Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak (Studi di Kecamatan Rengat Kabupaten Indigiri Hulu),
karya ini ditulis oleh Tiara Novtania mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Islam Riau Tahun 2020. Skripsi ini membahas mengenai praktik pengangkatan
anak secara kekeluargaan di Kecamatan Rengat yang dilakukan tanpa
mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Persamaan antara skripsi ini dengan
penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama mengkaji
pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Hanya saja
yang menjadi pembeda adalah penulis menganalisis akibat hukumnya menurut
hukum Islam sedangkan skripsi yang ditulis Tiara Novianti dikaji berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang merupakan implementasi

dari Undang-Undang Perlindungan Anak.'®

15 Annisa Nur Fathirah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Parepare Berdasarkan Permensos
Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyasah Syar’iyyah),
(Skripsi, Pare-Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2024, 8.

16 Tjara Novtania, “Pengangkatan Anak di Luar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Studi di Kecamatan Rengat Kabupaten
Indragiri Hulu (Skripsi, Riau, Universitas Islam Riau, 2020), 7.
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BAB 11
KAJIAN TEORITIS
A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan fondasi penting dalam setiap penelitian, karena
memberikan panduan konseptual yang jelas untuk memahami fenomena yang
sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori
perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Kedua teori ini memberikan
kerangka yang kuat untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena
pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, serta akibat hukum yang
timbul dari proses tersebut.
1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai
adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M.
Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pelindungan Hukum Bagi Rakyat.
Teori ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami perlindungan
hak-hak individu, khususnya dalam konteks pengangkatan anak. Menurut
Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu jaminan terhadap harkat dan
martabat manusia serta pengakuan hak asasi yang dimiliki oleh individu
sebagai subjek hukum. Hal ini sangat relevan dalam pengangkatan anak, di
mana anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak yang perlu dilindungi
dan dihormati.’

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan
sebagai upaya untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak
(fundamental rights and freedoms of children) serta kepentingan yang
berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Barda Nawawi Arief
menekankan bahwa perlindungan hukum bagi anak mencakup semua aspek

yang berhubungan dengan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk

17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Bandung: Peradaban, 2007),2.
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mendapatkan identitas, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan serta
eksploitasi.t®

Oleh karena itu, penerapan teori perlindungan hukum oleh Hadjon
dalam praktik pengangkatan anak menekankan pentingnya mengikuti
prosedur hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan penetapan dari
pengadilan, agar perlindungan hukum terhadap anak angkat dapat terjamin
secara efektif serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua
pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir
Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University,
menekankan pentingnya tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu
substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan
budaya hukum (legal culture). Substansi hukum mencakup aturan dan
norma yang mengatur perilaku masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai
yang diinginkan oleh masyarakat. Struktur hukum terdiri dari organisasi
dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, seperti
sistem peradilan dan kepolisian. Sementara itu, budaya hukum mencakup
nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat,
yang memengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan mematuhi
hukum.*

Dalam konteks pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan,
teori Friedman ini sangat relevan. Pengangkatan anak yang tidak mengikuti
prosedur hukum yang ditetapkan dapat menciptakan ketidakpastian hukum

dan merugikan hak-hak anak. Dari perspektif substansi hukum,

18 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2005), 155.

19 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum dalam Perspektif llmu Sosial, The Legal System: A Sosial
Science Perspektive (Bandung: Nusa Media, 2009), 16 Diterjemahkan dalam buku Lawrence M.
Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Soge Foundation, New
York.
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pengangkatan tanpa penetapan pengadilan melanggar ketentuan yang ada,
sehingga mengabaikan perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum.
Dalam hal struktur hukum, jika lembaga-lembaga penegak hukum tidak
menjalankan fungsinya dengan baik untuk menegakkan prosedur yang
benar dalam pengangkatan anak, maka proses tersebut menjadi cacat secara
legal. Selain itu, budaya hukum juga berperan penting karena jika
masyarakat tidak memiliki kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya
proses legal dalam pengangkatan anak, mereka mungkin menganggap
pengangkatan informal sebagai praktik yang wajar. Hal ini menunjukkan
bahwa rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dapat mengakibatkan
pelanggaran terhadap hak-hak anak dan ketidakpastian status hukumnya.
Dengan mengintegrasikan teori perlindungan hukum dan teori penegakan
hukum, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam
mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pengangkatan anak
untuk melindungi hak-hak mereka. Hal ini juga akan membantu meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya penetapan pengadilan dalam proses
pengangkatan anak, sehingga kepentingan terbaik anak dapat terjamin dan
dilindungi secara efektif. Untuk memperkuat teori ini, perlu adanya
pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pengangkatan anak sesuai

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kerangka Konseptual
1. Pengertian Pengangkatan Anak
Istilah “pengangkatan anak™ atau “adopsi” di Indonesia. memiliki akar
bahasa yang beragam yang mencerminkan kompleksitas konsep ini. Secara
etimologis, “pengangkatan anak” berasal dari bahasa Belanda “adoptie”,
yang berarti pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung.

Istilah adopsi sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris adoption
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sering juga dikatakan “adoption of child” yang berarti pengangkatan atau
pemungutan anak.?

Dengan kata lain, pengangkatan anak adalah proses memindahkan anak
dari orang tua kandungnya ke orang tua angkat, menciptakan hubungan
hukum baru antara mereka. Proses ini bukan sekadar perubahan status
hukum, tetapi juga membangun ikatan kasih sayang dan tanggung jawab
antara orang tua angkat dan anak angkat. Meskipun definisi ini tidak secara
eksplisit menyebutkan tentang ikatan kasih sayang dan tanggung jawab,
makna “pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri” tentu
mengimplikasikan adanya hubungan emosional dan tanggung jawab yang
kuat antara orang tua angkat dan anak angkat.

Pengangkatan anak dalam Fikih Islam berasal dari bahasa Arab yang
dikenal dengan istilah fabanni () yang mempunyai arti mengambil,
mengangkat anak atau mengadopsi.?! Dalam konteks pengangkatan anak,
tabanni diartikan sebagai proses di mana seseorang mengangkat anak orang
lain sebagai anaknya sendiri. Tabanni memiliki dua pengertian yaitu
pengangkatan anak oleh seseorang terhadap anak orang lain yang diketahui
nasabnya, kemudian memperlakukan anak tersebut sama dengan anak
kandung baik kasih sayang atau nafkahnya (biaya hidup) tanpa diberikan
status nasab, dan menasabkan seorang anak orang lain sebagai anaknya dan
ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan
anak sah.??

Secara historis, praktik ini telah menjadi tradisi di kalangan Masyarakat
Arab. Mereka mengangkat anak orang lain sebagai anak kandung secara

penuh, termasuk mengubah nama, nasab dan hak waris anak tersebut. Anak

20 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum: Belanda-Indonesia-Inggris (Semarang: Aneka Ilmu, 2008),
37.

2L Ahmad Warson Munawwir, AI-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 111.

22 M Sya’dan, Abdul Adib, and M Syech Ikhsan, “Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan
Anak) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum
Keluarga Islam & ... 1, no. 1 (2023), 6.
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angkat dianggap sama persis dengan anak biologis, bahkan berlaku hukum

mahram (larangan pernikahan) antara anak angkat dengan keluarga

angkatnya. 2 Namun, setelah Islam datang praktik ini mengalami
perubahan mendasar karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan
kejelasan nasab seperti pengaburan identitas biologis, ketidakadilan dalam
waris, dan pelanggaran hukum pernikahan sebagaimana telah diatur dalam
syariat.

Secara terminologi, beberapa ahli mendefinisikan pengangkatan anak
atau adopsi sebagaimana berikut:

a. Mahmud Syaltut, ia mengemukakan setidaknya ada dua pengertian
pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh
dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan
status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain
sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga
ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan
saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat
hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.?*

b. Prof. Dr. Purnama Sari, S.H., M.Hum, dalam bukunya yang berjudul
“Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia”
mendefinisikan pengangkatan anak sebagai “suatu perbuatan hukum
yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan anak orang lain
sebagai anaknya sendiri, dengan tujuan untuk memberikan
perlindungan, kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan kepada anak
tersebut, serta membangun hubungan kekeluargaan yang baru dan

memberikan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung.” %

23 Sya’dan, Adib, and Ikhsan, “Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut
Hukum Islam Dan Hukum Positif, ” Jurnah Syariahku, 1, no. 1 (2023): 1.

24 Andi Syamsu Alam and M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 21.

25 Purnama Sari, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2023), 148.
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c. Dr. Ratna Dewi Wulandari, S.H., dalam tulisannya di Jurnal IImiah
Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul “Perlindungan Hukum
terhadap Anak Korban Penelantaran Melalui Pengangkatan Anak”,
mendefinisikan pengangkatan anak sebagai “suatu proses hukum yang
memungkinkan seseorang untuk mengangkat anak orang lain sebagai
anaknya sendiri, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, kasih
sayang, pendidikan, dan pembinaan kepada anak tersebut, serta
mewujudkan hak-hak anak sebagaimana mestinya.” %

d. Dr. Muhammad Reza Pahlevi, S.H., M.H., dalam bukunya “Hukum
Keluarga Islam di Indonesia Teori dan Praktik”, menjelaskan bahwa
pengangkatan anak dalam Islam dikenal dengan istilah “fabanni”, yang
berarti “mengambil, mengangkat, atau mengadopsi anak orang lain
sebagai anak sendiri”’. Beliau menekankan bahwa tujuan pengangkatan
anak dalam Islam adalah untuk memberikan perlindungan, kasih
sayang, pendidikan, dan pembinaan kepada anak tersebut serta
memberikan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung.”?’
Perbedaan utama antara adopsi dan tabanni terletak pada prinsip

hukumnya. Adopsi di Indonesia merupakan adaptasi dari sistem Eropa yang

memutuskan hubungan dan hak-hak anak angkat dengan orang tua
kandungnya. Sedangkan tabanni dalam Islam tidak memutuskan hubungan
tersebut, dan tidak menimbulkan hak waris atau hak-hak lain seperti anak
kandung.

Memahami definisi pengangkatan anak di Indonesia memerlukan
pemahaman terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama,
perlu diingat bahwa pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga

atau bidang perkawinan. Namun, Undang-Undang Perkawinan RI Nomor

26 Ratna Dewi Wulandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Melalui
Pengangkatan Anak,” Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 8(1), 2023, 4.

2 Muhammad Reza Pahlevi, Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktik (Bandung: PT
Refika Aditama, 2022), 287.
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1 Tahun 1974 tidak secara spesifik membahas tentang pengangkatan anak.

Oleh karena itu, untuk memahami definisi pengangkatan anak, kita perlu

mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yakni sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
dalam Pasal 1 angka (9) Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan
anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak
tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan. %

b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa
pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang sah, atau orang
lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua
angkat. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini diadakan dalam
rangka melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Anak. 2

c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyatakan bahwa anak
angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-
hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari
orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan

pengadilan.*

28 Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang—
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014, 4.

29 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, 2007, 1.
30 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah,

2018), 89.
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2. Tujuan Pengangkatan Anak

Secara fundamental, pengangkatan anak dilandaskan pada prinsip
melindungi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang
membutuhkan, khususnya mereka yang mengalami situasi rentan seperti
yatim piatu, terlantar, atau memiliki orang tua kandung yang tidak mampu
mengasuh. Pengangkatan anak baik dalam konteks hukum Islam maupun
Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan suatu perbuatan hukum
yang memiliki tujuan dan alasan yang kompleks. Memahami landasan
hukum dan motivasi di balik tindakan ini sangat penting bagi individu dan
pihak-pihak yang mempertimbangkan untuk mengangkat anak.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak didasarkan pada prinsip-prinsip
kemanusiaan dan kasih sayang. Tujuan utama fabanni adalah melindungi
dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan agar
tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan
perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang
tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak
menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. 3!

Al-Qur’an tidak secara eksplisit menyebutkan kata “tabanni”. Namun,
terdapat beberapa ayat yang secara tidak langsung menunjukkan konsep dan
nilai-nilai yang mendasari praktik tabanni dengan menekankan kewajiban
orang tua untuk mengasuh dan melindungi anak-anak mereka, termasuk
anak yatim piatu. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah:

a. Q.Sal-Isra: 31

< AT, 24 - 4 s
\zg@agmoyﬁbg@,fdww;ﬂ,\wg
Terjemahnya :

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.

Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga)

81 Sasmiar, “Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun
2007 Tentang Pengangkatan Anak,” Jurnal llmu Hukum 11, (April 2016): 6.
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kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu

dosa yang besar.”%2

b. Q.San-Nisa: 11
NAUECEY ¢\—~’u§ub ek Y\L;yﬁﬂrﬂ @w@_@;
P i a2l K %M\Wo»bugug‘ﬂju@

g

y\ﬂdgdb MU\M\)U}V ‘\L‘Jjj Jjﬁuﬁrju\-ﬁ AQKO\ 355

Ry \%mrgujrgu u-’-’)\ G 025 e Muﬁwu\ Y
CoSs Lade S8 &) :\m&gizgg Lwris
Terjemahnya :
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya
dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua,
karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga
dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, serta hamba
sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”*
Pengangkatan anak hanya semata-mata untuk kesejahteraan anak,
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas
menyatakan bahwa: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk
kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan
setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini berarti bahwa pengangkatan anak tidak boleh didasari oleh
motif komersial, seperti perdagangan atau “pancingan” untuk
mendapatkan anak kandung sendiri. Pengangkatan anak dengan motif

seperti ini sangat bertentangan dengan hak-hak anak dan dapat

membahayakan masa depan anak.® Pengangkatan anak yang sah harus

32 Kementerian Agama RI, AI-Qur’an Dan Terjemahnya, 285.

33 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 78.

34 Syahdan El Hayat, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan
Cilandak), (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 33.
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dilandaskan oleh niat tulus untuk membantu dan melindungi anak. Orang
tua angkat harus berkomitmen untuk memberikan kasih sayang,
pengasuhan, dan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak. Tujuannya
adalah untuk memastikan bahwa anak angkat dapat tumbuh kembang
dengan optimal dan memiliki masa depan yang lebih baik.*®
Djaja S. Meliala, pakar hukum ternama di Indonesia, mengidentifikasi
beberapa alasan utama di balik pengangkatan anak yaitu:
a. Rasa Belas Kasihan dan Kepedulian Sosial
Motivasi ini dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan empati terhadap
anak-anak yang kurang beruntung. Orang tua angkat yang tergerak oleh
belas kasihan ini ingin memberikan kasih sayang, pengasuhan, dan
kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlantar, yatim piatu,
atau berasal dari keluarga yang tidak mampu memeliharanya.
b. Membangun Keluarga dan Memiliki Keturunan
Bagi pasangan yang tidak memiliki anak kandung, pengangkatan
anak dapat menjadi solusi untuk membangun keluarga dan merasakan
kasih sayang seorang anak. Mereka ingin mengisi kehidupan mereka
dengan kebahagiaan dan mengisi kekosongan yang dirasakan dengan
kehadiran anak.
c. Kepercayaan dan Harapan akan Keturunan Biologis
Di beberapa budaya, terdapat kepercayaan bahwa dengan
mengasuh anak orang lain, pasangan suami istri akan dikaruniai anak
kandung mereka sendiri. Kepercayaan ini mendorong mereka untuk
mengangkat anak dengan harapan mendapatkan keturunan biologis.
d. Memberikan Teman dan Dukungan bagi Anak Kandung
Beberapa orang tua angkat ingin memberikan teman dan figur

saudara bagi anak kandung mereka. Mereka berharap anak-anak

%5 Indria Nurnaningsih Ismail and H Pongoliu, “Pengangkatan Anak dalam Perspektif Undang-
Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto),” As-Syams.: Jurnal
Hukum Islam 2, no. 2 (2021): 66.
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mereka dapat tumbuh bersama, saling mendukung, dan membangun
persahabatan dan ikatan persaudaraan yang kuat.
e. Memperkuat Ikatan Pernikahan dan Kebahagiaan Keluarga
Beberapa orang tua angkat memiliki anggapan bahwa memiliki
anak dapat memperkuat ikatan pernikahan dan meningkatkan
kebahagiaan keluarga. Namun, perlu diingat bahwa pengangkatan anak
bukanlah solusi instan untuk menyelesaikan masalah pernikahan atau
meningkatkan kebahagiaan keluarga. 3
3. Syarat-Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak
Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan
apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan
orang tua biologis dan keluarganya.

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat,
melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian
juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak
angkatnya.

c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya
secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal/alamat.

d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan
terhadap anak angkatnya.®’

Larangan pemberian nama nasab kepada anak angkat dari ayah

angkatnya terdapat dalam hadis berikut :
;ijs\Udeud\gé,\Xk, K MJML’:*"-’JUUJ&&-”
C.Af, ZERE mwd\@;‘;&m \;\Awai&;z;m\m

f\;:’\j}.f‘//‘y-‘y \\fd\wd W/ // 2y wm\&aM\Jﬁjw&Lﬁ\

v»\

% Djaja S Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), 3-5.
8" Soedarmo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
78.



23

RO R R I A TR N e
&\&pﬁb\&jﬁ)uﬁwu}o .j\Jw,\ﬁ%Qb%\jg«\r{%

-\ -~ =

GEVS

Artinya :
Dari Abu Utsman dia berkata: “Ketika Ziyad diklaim (sebagai
bapak) maka aku bertemu Abu Bakarah, lalu aku berkata
kepadanya, ‘Apa yang kamu perbuat! Sesungguhnya aku
mendengar Sa’d bin Abu Waqqash berkata: ‘Kedua telingaku
mendengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau
bersabda: “Barangsiapa dalam Islam mengklaim orang lain sebagai
bapaknya padahal dia bukan bapaknya, dan dia juga mengetahui
bahwa dia bukan bapaknya, maka surga haram atasnya.” Maka Abu
Bakrah berkata: “Dan saya juga mendengarnya dari Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (H.R Muslim).®

Hukum Islam telah menetapkan batasan jelas dalam hubungan antara
orang tua angkat dan anak angkat. Hubungan ini tidak sama dengan
hubungan orang tua kandung dan anak kandung, melainkan lebih mirip
dengan hubungan orang tua asuh dan anak asuh. Hal ini berarti tidak ada
hubungan nasab atau keturunan yang tercipta antara orang tua angkat dan
anak angkat. Namun, bukan berarti hubungan antara orang tua angkat dan
anak angkat tidak berarti. Hubungan ini didasarkan pada kasih sayang dan
tanggung jawab antar sesama manusia, dan memiliki konsekuensi yuridis
yang penting.

Prosedur pengangkatan anak dalam Hukum Islam khususnya KHI tidak
diatur secara jelas. Dalam KHI Pasal 171 huruf (h) hanya menyebutkan
definisi anak angkat yaitu “Anak angkat adalah anak yang dalam hal
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya
beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya
berdasarkan putusan pengadilan”.

Ketentuan mengenai pengangkatan anak angkat diatur secara lebih rinci

dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari

% Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, Kitab Al-Musnad As-Shahih Al-
Mukhtashar (Beirut: Dar Thya’ At-Turats Al’-Arabi), 95.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

khususnya pada pasal 39, pasal 40 dan pasal 41. Dalam Undang-Undang

tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan jika

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :3

a. Pengangkatan anak dilaksanakan demi kepentingan terbaik anak dan
dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak
angkat dengan orang tua kandungnya;

c. Pengangkatan anak harus dicatatkan dalam akta kelahiran tanpa
menghilangkan identitas asli anak tersebut;

d. Agama dari orang tua angkat wajib sama dengan agama anak yang
diangkat. Selain itu, pengangkatan anak oleh warna negara asing
dilakukan sebagai upaya terakhir, apabila asal usul serta agamanya tidak
diketahui maka disesuaikan dengan agama masyarakat setempat sesuai
ketentuan Undang-Undang.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak sangat rinci diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu sebagai berikut :*

a. Syarat anak yang akan diangkat meliputi : anak yang belum mencapai
usia 18 tahun, termasuk anak yang terlantar atau ditelantarkan, yang
berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak dan
memerlukan perlindungan khusus (Pasal 12 ayatl).

b. Usia anak yang diangkat meliputi: anak di bawah usia 6 tahun yang

menjadi prioritas utama, anak berusia 6 sampai kurang dari 12 tahun jika

39 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”,
15-16.

40 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, 5-7.
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ada alasan mendesak dan anak berusia 12 sampai kurang dari 18 tahun
jika memerlukan perlindungan khusus (Pasal 12 ayat 2).

c. Syarat calon orang tua angkat meliputi: sehat secara jasmani dan rohani,
berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, beragama sama
dengan agama anak yang akan diangkat, berkelakuan baik dan tidak
pernah dihukum karena kejahatan, telah menikah minimal 5 tahun,
bukan pasangan sejenis, tidak atau hanya memiliki satu anak, mampu
secara ekonomi dan sosial, mendapatkan persetujuan dan izin tertulis
dari orang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa
pengangkatan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi si anak, memiliki
laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak
minimal 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan telah memperoleh
1zin menteri atau kepala instansi sosial (Pasal 13).

d. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing
harus memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal melalui
kedutaan atau perwakilan di Indonesia, serta memperoleh izin tertulis
dari Menteri dan melalui lembaga Pengasuhan Anak (Pasal 14).

e. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemerintah Republik
Indonesia dan dari pemerintah negara asal anak (Pasal 15).

f. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh
Warga Negara Indonesia setelah memperoleh izin dari Menteri, dan
pemberian izin tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial
di tingkat provinsi (Pasal 16).

Prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak yakni sebagai berikut:*

1 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan anak”, 7-8.
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a. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan harus
mengikuti tata cara yang berlaku di masyarakat setempat (Pasal 19).

b. Permohonan pengangkatan anak yang sudah memenuhi persyaratan
diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan pengadilan.
Selanjutnya, pengadilan akan mengirimkan salinan penetapan
pengangkatan anak kepada isntansi terkait (Pasal 20).

c. Seseorang hanya diperbolehkan mengangkat anak maksimal sebanyak
dua kali dengan jeda waktu minimal dua tahun. Namun, apabila calon
anak angkat adalah anak kembar, maka pengangkatan anak dapat
dilakukan sekaligus bersama saudara kembarnya oleh calon orang tua

angkat (Pasal 21).
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris,
yang menggabungkan dua tahap analisis. Tahap pertama berfokus pada kajian
hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan atau kontrak yang
berlaku, sementara tahap kedua menganalisis penerapan atau implementasi
hukum dalam peristiwa hukum konkret untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Penelitian ini, yang juga dikenal sebagai penelitian terapan,
bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan ketentuan hukum positif dan
hukum Islam, termasuk perundang-undangan dan dokumen tertulis, dalam
konteks nyata yang terjadi di masyarakat.*?

Dengan demikian, penelitian ini berusaha memastikan apakah hasil
penerapan hukum dalam peristiwa pengangkatan anak di Kelurahan Girian
Permai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa proses penetapan
pengadilan tersebut jika ditinjau dalam hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan struktural.
Pendekatan struktural dalam penelitian hukum berfokus pada analisis
sistematis dari norma-norma hukum serta bagaimana norma tersebut berfungsi
dalam konteks sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami
hubungan antara elemen-elemen dalam sistem hukum dan bagaimana mereka
saling berinteraksi untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil.*®

Pendekatan struktural dalam metode penelitian hukum dapat diterapkan
untuk menganalisis proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan,

khususnya di Kelurahan Girian Permai. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

42 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.
3 Lailan Rafigah, “Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam di Indonesia,” Al-
Himayah 2, no. 2 (2018): 2.
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untuk memahami bagaimana norma hukum berinteraksi dengan praktik sosial
yang ada, serta akibat hukumnya terhadap individu yang terlibat, dalam hal ini
anak angkat dan orang tua angkat.

C. Waktu dan Lokasi

Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak diterimanya SK permohonan
Izin Penelitian yaitu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16
Februari 2025. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di
Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung.

Kelurahan Girian Permai merupakan salah satu kelurahan yang terletak di
Kecamatan Girian, Kota Bitung yang memiliki luas sekitar = 50 ha. Kelurahan
Girian Permai terbagi atas 7 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT).
Penentuan status dan batas wilayah kelurahan ini ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama, Pemekaran
serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bitung.**

D. Sumber dan Jenis Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek
penelitian. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan informasi atau data
secara langsung dengan memanfaatkan alat atau instrumen yang telah
dirancang sebelumnya. Tujuan pengumpulan data primer ini adalah untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus utama penelitian.

Proses pengumpulan data primer merupakan bagian penting dari rangkaian

kegiatan penelitian dan sering kali menjadi dasar dalam pengambilan

keputusan. Data jenis ini dianggap lebih akurat karena disajikan secara
spesifik dan rinci sesuai dengan kebutuhan penelitian.*®
Pada penelitian ini, data primer diperoleh oleh penulis secara langsung

melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan

4 Pemerintah Kelurahan Girian Permai, Profil Kelurahan Girian Permai (Bitung: Kelurahan Girian
Permai, 2023), 1-2.
45 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 89.
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langsung dengan penelitian, yaitu lima orang tua yang melakukan
pengangkatan anak serta Kepala Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer dan terdiri
dari data kepustakaan serta dokumen yang mencakup tiga kategori bahan
hukum. Pertama, bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat
secara umum seperti peraturan perundang-undangan atau yang mengikat
pihak terkait seperti konveksi, kontrak, dokumen hukum dan putusan
hakim. Kedua, bahan hukum sekunder yang berperan memberikan
penjelasan atas bahan hukum primer, contohnya jurnal hukum, buku ilmu
hukum, laporan hukum serta media cetak atau elektronik. Ketiga, bahan
hukum tersier yang menyediakan penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder, misalnya kamus hukum, rancangan Undang-Undang, dan
ensiklopedia. Keseluruhan bahan hukum ini digunakan sebagai standar atau
norma dalam menilai fakta-fakta yang akan dianalisis sebagai
permasalahan hukum.*®
Adapun data sekunder dari penelitian ini yaitu al-Qur’an, Hadits,
Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun
2014, Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan beberapa literatur seperti buku dan
jurnal-jurnal ilmiah yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini.
E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam proses penelitian ilmiah

yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahapan ini menjadi

fondasi penting dalam metodologi ilmiah, sebab kualitas dan validitas hasil

penelitian sangat bergantung pada ketepatan dan kelengkapan data yang

6 Aris Prio Agus Santoso et al., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Yogyakarta: Pustaka
Baru Press, 2021), 110.
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diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengumpulkan data

menggunakan teknik berikut:

1. Riset kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan
menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan
informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. ¥ Dalam
penelitian ini, dokumen yang dimaksud berupa materi-materi dari buku-
buku yang berhubungan dengan pengangkatan anak.

2. Riset lapangan, yakni penulis terjun langsung ke lapangan guna
mendapatkan data-data yang dibutuhkan, dengan menggunakan alat
pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan
dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau perilaku yang
tampak pada subjek penelitian yang dapat diuji kebenarannya secara
empiris. *® Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk
memverifikasi atau membuktikan kebenaran informasi yang diperoleh
dari subjek penelitian, yaitu orang tua yang mengangkat anak dan
Kepala Kelurahan Girian Permai.
b. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang
dilaksanakan melalui interaksi langsung dengan subjek atau informan
penelitian di lapangan. Wawancara dapat didefinisikan sebagai
pertemuan antara dua individu untuk melakukan pertukaran informasi
dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontstruksikan
makna dalam suatu topik tertentu. Pertukaran informasi tersebut
berlangsung melalui dialog yang telah dirancang dan disusun secara

sistematis.*®

47 Aris Prio Agus Santoso et al., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 109.
“8 Aris Prio Agus Santoso et al, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 118.
49 Aris Prio Agus Santoso et al, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 111.



31

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara
mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut ada yang sudah disiapkan sebelumnya, namun ada juga yang
muncul secara spontan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh
narasumber. Peneliti mencatat semua jawaban dan informasi penting
yang disampaikan. Narasumber dalam wawancara ini adalah
masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dan Kepala Kelurahan
Girian Permai.

3. Dokumentasi
Dalam konteks penelitian hukum empiris, dokumentasi dapat berupa
pengumpulan data-data tertulis mengenai peristiwa atau aktivitas yang
berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, baik yang tersimpan
dalam instansi atau lembaga maupun tersimpan di tempat lain.*>° Data yang
didapatkan dari metode ini meliputi buku profil Kelurahan Girian, dokumen
kependudukan dari kelurahan dan dokumen administratif seperti akta
kelahiran dan kartu keluarga yang dimiliki oleh anak dan orang tua angkat.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses memecah data menjadi bagian-bagian yang
lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Moleong,
analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja
langsung dengan data, mengorganisasikan, memilah-milahnya menjadi satuan
yang dapat dikelola, mensintesiskan serta mencari dan menemukan pola-pola
tertentu. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang
penting dan dapat dipelajari, serta menentukan apa yang dapat disampaikan

kepada orang lain. Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis

% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 183.
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kualitatif yang dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data dan terakhir penarikan kesimpulan. >

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari teknik analisis data.
Setelah data dikumpulkan, data tersebut kemudian di reduksi dengan cara
melakukan penyaringan dan peringkasan data secara cermat dengan tujuan
untuk mengurangi jumlah data yang berlebihan dan hanya menyisakan data
yang esensial dan relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut
disajikan secara sistematis dalam bentuk naratif. Tahap akhir dari proses ini
adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan temuan
penelitian dan merumuskan kesimpulan yang berlandaskan pada data yang

telah disajikan.>

51 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017),
248.
52 Aris Prio Agus Santoso et al., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 141-142.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Anak di Kelurahan Girian Permai
1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Aspek Yuridis Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan sebuah tindakan hukum
yang memiliki implikasi sosial dan yuridis yang signifikan. Proses ini tidak
hanya melibatkan perubahan status anak dari keluarga biologis ke keluarga
angkat, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang mengatur hak dan
kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum di
Indonesia, pengangkatan anak diatur secara komprehensif dalam berbagai
peraturan perundang-undangan dengan tujuan utama untuk melindungi
hak-hak anak dan memastikan bahwa proses adopsi dilakukan dengan
memperhatikan kepentingan terbaik anak.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,
menjadi landasan utama dalam perlindungan anak, termasuk dalam konteks
pengangkatan anak. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan panduan teknis
dan operasional mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme
pengangkatan anak yang sah di mata hukum. Oleh karena itu, pemahaman
masyarakat mengenai aspek yuridis pengangkatan anak menjadi sangat
krusial untuk memastikan proses adopsi berjalan sesuai dengan koridor
hukum yang berlaku dan melindungi hak-hak semua pihak, terutama anak
yang diangkat.

Untuk menggali lebih dalam mengenai tingkat pengetahuan masyarakat

terkait hal ini, penulis mewawancarai lima narasumber yang telah

53 Kamil and Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), 63-64.
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melakukan pengangkatan anak di Kelurahan Girian Permai beserta Kepala
Kelurahan Girian Permai.

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber
memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas mengenai aspek yuridis
pengangkatan anak, khususnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ibu Silvia, Ibu
Hadija, Ibu Fatma dan Ibu Sam secara eksplisit menyatakan ketidaktahuan
mereka terkait peraturan tersebut, selain itu mereka juga tidak mengetahui
bagaimana prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.**

Kurangnya pemahaman terhadap praktik pengangkatan anak yang tidak
sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan menunjukkan adanya
kesenjangan antara regulasi yang ada dengan pemahaman masyarakat. Hal
ini sejalan dengan temuan bahwa akses terhadap bantuan hukum masih
terbatas bagi masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk
kerumitan prosedur hukum yang berlaku.>®

Meskipun demikian, terdapat pengecualian pada kasus Ibu Hajira.
Beliau menyatakan bahwa dirinya mengetahui prosedur pengangkatan anak
yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, pada saat akan melakukan
pengangkatan anak, Ibu Hajira berinisiatif untuk membuat surat perjanjian
hitam di atas putih sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi masalah di
kemudian hari. Namun, tindakan itu urung dilakukan karena orang tua
kandung dari anak tersebut menyatakan keikhlasannya dan menolak

penggunaan proses formal.*®

%% Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14-15 Januari 2025.

% Wira Purwadi, Naskur Bilalu, and Nadira Sanapati, “Penguatan Pemahaman Terhadap Akses
Bantuan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Girian Bawah, Kota Bitung,”
Jurnal Pengabdian Fakultas Syariah 4, no. 1 (2024): 14-19, 15.

5 Hajira, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
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Hal ini menunjukkan adanya kesadaran sebagian masyarakat mengenai
pentingnya aspek legalitas dalam pengangkatan anak, meskipun dalam
prosesnya, faktor-faktor seperti kepercayaan dan hubungan kekeluargaan
dapat memengaruhi keputusan untuk mengikuti prosedur hukum yang
berlaku.

Dari sisi pemerintah kelurahan, Lurah Girian Permai mengakui bahwa
dirinya belum membaca secara mendalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 dikarenakan belum adanya laporan dari masyarakat. Meskipun
demikian, beliau memahami bahwa seluruh proses pengangkatan anak
harus merujuk pada peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian
hukum. Beliau juga menyatakan bahwa jika di kemudian hari terjadi
masalah terkait pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, pihak
kelurahan akan berupaya melakukan mediasi dengan memanggil pihak-
pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat, serta berkoordinasi dengan
pihak Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil).>” Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah
kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengangkatan anak
secara bijaksana, meskipun pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku
masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa
tingkat pengetahuan masyarakat mengenai aspek yuridis pengangkatan
anak di Kelurahan Girian Permai masih tergolong rendah. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan proses pengangkatan anak
yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlu adanya upaya
sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah dan pihak-pihak
terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan
kewajiban yang terkait dengan pengangkatan anak, serta pentingnya

mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan.

5" Marthen M.Polii, Hasil Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai, 13 Januari 2025.
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2. Proses Pengangkatan Anak di Kelurahan Girian Permai

Tindakan hukum pengangkatan anak berfungsi untuk memberikan
perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang membutuhkan, serta untuk
memenuhi kebutuhan emosional dan sosial dari calon orang tua angkat.
Proses pengangkatan anak di Indonesia melibatkan langkah-langkah
hukum yang rumit dan memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek
sosial serta legal. Proses tersebut dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengedepankan prinsip the best interest of the
child yaitu kepentingan terbaik bagi anak.*

Secara umum, pengangkatan anak dapat dilakukan melalui dua jalur
utama yaitu pengangkatan secara mandiri yang melibatkan kesepakatan
langsung antara orang tua kandung dan orang tua angkat serta
pengangkatan melalui lembaga resmi seperti yayasan atau panti asuhan.
Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon orang tua
angkat kepada instansi terkait, diikuti oleh serangkaian evaluasi yang
mencakup latar belakang sosial ekonomi, kesehatan, dan kesiapan
psikologis calon orang tua angkat. Setelah melalui tahapan seleksi dan
pengawasan, pengadilan akan memberikan penetapan resmi mengenai
status anak angkat.

Proses pengangkatan anak di atur secara komprehensif dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak. Dalam peraturan tersebut tepatnya pada pasal 2 mengatur bahwa
proses pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan
setempat. Berdasarkan data wawancara yang penulis peroleh di Kelurahan
Girian Permai pada umumnya mengangkat anak berdasarkan adat
kebiasaan setempat yang hanya mengangkat anak secara kekeluargaan,

yaitu hanya dilakukan dengan kesepakatan antara orang tua kandung dan

% Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, 2.
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orang tua angkat. Kesepakatan ini menjadi simbol bahwa seluruh tanggung
jawab pemeliharaan, kesejahteraan dan perlindungan anak sepenuhnya
beralih kepada orang tua angkat.

Di Kelurahan Girian Permai, penulis mendapatkan 5 (lima) narasumber
yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan kesepakatan atau
perjanjian dan atas dasar suka rela. Hal ini sesuai dengan penuturan dari
hasil wawancara dengan Ibu Silvia yang telah membuat perjanjian dengan
orang tua biologis anak sebelum kelahiran. Dalam perjanjian yang telah
disepakati bahwa jika anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka Ibu
Silvia ingin mengangkatnya dan orang tua biologis anak tersebut juga
menyetujuinya. Perjanjian pengangkatan anak dilakukan tanpa
menggunakan hitam di atas putih dalam prosesnya, karena orang tua
biologis dari anak itu sendiri masih merupakan saudara dekat. Berdasarkan
hal tersebut, maka mereka mempercayai Ibu Silvia sebagai orang tua
angkat.*

Berbeda dengan Ibu Hajira, bukan ia yang menawarkan diri untuk
mengangkat anak tersebut agar dijadikan anak angkat, melainkan orang tua
biologis sang anak yang menawarkan anak mereka kepada Ibu Hajira jika
anak itu laki-laki.? Sementara proses pengangkatan anak yang dilakukan
oleh Ibu Hadija juga berdasarkan kesepakatan keluarga. Dimana ia
mengangkat keponakannya yang merupakan anak dari adik kandungnya
sendiri.®* Hal serupa juga dilakukan oleh Ibu Fatma dan Ibu Sam, dimana
keduanya mengangkat anak yang merupakan cucunya sendiri. Ibu Fatma
menjelaskan bahwa sebelum melakukan pengangkatan anak sendiri sudah

terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan ibu sang anak. Ini terjadi

59 Silvia, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
%0 Hajira, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
61 Hadija, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
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setelah ayah dari anak yang di angkat meninggalkan mereka, padahal anak
tersebut masih berusia tiga bulan dan hingga kini ayahnya belum kembali.®?

Seperti halnya Ibu Sam, yang merawat cucunya sejak berumur satu
tahun delapan bulan juga menjelaskan bahwa pengangkatan dilakukan
setelah mencapai kesepakatan dengan orang tua kandung sang anak karena
mereka telah bercerai. Ketika anak tersebut memasuki jenjang Sekolah
Menengah Pertama, pihak sekolah meminta Kartu Keluarga dari anak.
Namun, setelah Ibu Sam mengonfirmasi dengan ayah dari anak tersebut, ia
mengatakan bahwa ketika masih menikah mereka tidak pernah mengurus
Kartu Keluarga. Maka untuk mengatasi hal ini, ayah dari anak itu
menawarkan Ibu Sam untuk memasukkan sang anak ke dalam Kartu
Keluarga Ibu Sam, yang merupakan neneknya.®

Adapun hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya
terdapat pola yang beragam dalam hal komunikasi dan tanggung jawab.
Dalam mayoritas kasus, ibu kandung masih mempertahankan komunikasi
dengan anak mereka, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda.
Seperti dalam kasus Ibu Silvia dan Ibu Hajira, komunikasi dengan ibu
kandung masih terjaga melalui telepon secara rutin®. Berbeda halnya
dengan Ibu Sam, yang dimana ibu kandung dari anak yang di angkat masih
sering berkunjung rutin tahunan serta masih adanya pemenuhan tanggung
jawab finansial untuk biaya sekolah dan kebutuhan lainnya dari orang tua
kandung anak tersebut.®®

Namun, situasi yang berbeda terlihat dalam hubungan dengan ayah
kandung, dimana hampir seluruh kasus menunjukkan terputusnya

hubungan. Beberapa ayah kandung memutus komunikasi sepenuhnya

62 Fatma, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.

63 Sam, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 15 Januari 2025.

64 Silvia dan Hajira, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14
Januari 2025.

85 Sam, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 15 Januari 2025.
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seperti dalam kasus Ibu Silvia, Ibu Hajira dan Ibu Sam, sementara dalam
kasus Ibu Hadija, ayahnya bahkan tidak mengakui keberadaan anaknya dan
ibunya sudah sangat jarang melihat anak tersebut.®® Kasus Ibu Fatma
menunjukkan situasi yang lebih kompleks dimana meskipun ibunya masih
sering mengunjungi, tanggung jawab finansial telah dialihkan sepenuhnya
kepada nenek, sementara ayahnya telah absen dari kehidupan sang anak
sejak anak itu masih berusia tiga bulan.®’

Terputusnya hubungan dengan ayah kandung seringkali terjadi karena
faktor perceraian. Hampir seluruh narasumber menyatakan bahwa orang
tua dari anak angkat tersebut telah berpisah terlebih dahulu sebelum mereka
memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua angkat.®®
Hal ini membuktikan bahwa perceraian dapat menjadi pemicu
ketidakstabilan keluarga yang berujung pada keputusan pengangkatan anak.
Namun, perlu diingat bahwa perceraian tidak mengakibatkan putusnya
hubungan antara orang tua kandung dengan anak-anak yang lahir dari
perkawinan yang terjadi. Orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara
dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul
dari pemeliharaan dan pendidikan anak kandung mereka.®

Sayangnya, realita tidak sejalan dengan ideal yang ada. Sering kali hak-
hak anak dikesampingkan pasca perceraian. Kelalaian dalam memberikan
naftkah anak dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya
kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab mereka. Padahal, di dalam
hukum Islam maupun hukum positif sudah ditegaskan bahwa ayah

memiliki kewajiban utama untuk menatkahi anak hingga dewasa sesuai

% Silvia, Hajira dan Sam, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai.
14-15 Januari 2025.

87 Fatma, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
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% Frangky Suleman, “Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di
Pengadilan Agama Tondano,” AIl-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1,no0. 1 (2021): 24, 25.
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dengan kemampuannya.’® Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk
memastikan bahwa hak-hak terhadap anak tetap terpenuhi meskipun orang
tua telah bercerai dan bahwa perceraian tidak menjadi alasan untuk
mengabaikan tanggung jawab terhadap anak.

Terkait dengan status mereka sebagai anak angkat telah diketahui oleh
anak-anak tersebut. Meskipun dalam kasus Ibu Silvia, informasi ini
diperoleh dari pihak ketiga sebelum Ibu Silvia sempat memberitahu secara
langsung kepada anak tersebut. Sedangkan pada kasus Ibu Hadjija, terdapat
perbedaan pendekatan dalam memberitahukan status ini kepada anak. Ia
menyatakan bahwa saat ini anak yang diangkatnya belum mengetahui
statusnya sebagai anak angkat. Ibu Hadija berencana untuk
memberitahukan anak tersebut ketika ia sudah cukup dewasa untuk
menyikapi situasi tersebut nantinya.”*

Selain itu jika berdasarkan data yang ditunjukkan oleh narasumber,
semua anak angkat telah dibuatkan akta kelahiran dan kartu keluarga untuk
anak angkat itu, sehingga berubah statusnya menjadi anak kandung.”?> Akan
tetapi, di sisi lain Ibu Fatma mengalami kendala dalam mengurus dokumen
kependudukan karena pernikahan orang tua kandung yang tidak tercatat
secara resmi. Ibu Fatma menjelaskan bahwa ia sebenarnya kurang
memahami prosedur mengenai pengangkatan anak dan pengurusan
dokumen administratif untuk sang anak. Akan tetapi, ibu Fatma sendiri
berencana untuk mengunjungi kantor lurah atau Instansi terkait seperti
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan informasi
lebih lanjut.” Situasi ini menggambarkan upaya para narasumber untuk

memberikan identitas hukum yang pasti kepada anak-anak yang mereka

70 Suleman, “Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan
Agama Tondano,” 27.
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asuh, meski terkadang menghadapi tantangan dan keterbatasan dalam
mengikuti prosedur yang semestinya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan lima narasumber tersebut,
proses pengangkatan anak yang berlangsung di Kelurahan Girian Permai
dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat yang hanya melibatkan
kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Namun, hal ini
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang pada Pasal 9 Ayat (2) menyatakan
bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat
dimohonkan penetapan pengadilan. Meski adanya peraturan yang telah
jelas, mayoritas masyarakat Kelurahan Girian Permai lebih memilih untuk
melakukan pengangkatan anak hanya sesuai dengan adat kebiasaan
setempat dan tidak ingin memohonkan penetapan pengadilan.

Selain itu, Kepala Kelurahan Girian Permai, Bapak Marthen M.Polii,
juga berpendapat mengenai tata cara pengangkatan anak di wilayah tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa biasanya masyarakat langsung mengurus ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Beliau
menekankan bahwa dalam proses pengangkatan anak harus memenuhi
prosedur hukum berlaku, yang di mana baik orang tua angkat maupun orang
tua kandung harus memberikan persetujuan.’®

Mengenai status anak yang dicantumkan dalam Kartu Keluarga (KK)
atau Akta Lahir sebagai anak kandung, Kepala Kelurahan mengingatkan
masyarakat untuk mengikuti prosedur resmi. la menegaskan bahwa mereka
harus melapor ke kelurahan terlebih dahulu untuk memastikan berkas
lengkap sebelum diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Untuk akta lahir, beliau menyatakan bahwa pihak kelurahan tidak

berwenang mengubah status orang tua angkat menjadi orang tua kandung,

4 Marthen M.Polii, Hasil Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai, 13 Januari 2025.
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dan surat keterangan lahir harus diperoleh dari bidan atau rumah sakit,
bukan dari kelurahan.”

Lebih lanjut, Bapak Marthen M. Polii, secara tegas menyatakan
ketidaksetujuannya terhadap proses pengangkatan anak yang tidak melalui
proses penetapan pengadilan. Menurut beliau, proses hukum tersebut
esensial dalam menjamin legalitas dan memberikan perlindungan hukum
yang komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat. Beliau menambahkan
bahwa tanpa adanya penetapan pengadilan, dikhawatirkan dapat
menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti kesulitan bagi anak dalam
mencari tahu asal-usulnya, atau potensi terjadinya sengketa antara orang
tua kandung dan orang tua angkat.”

Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap
prosedur hukum yang berlaku dalam proses pengangkatan anak, demi
melindungi hak-hak anak dan menghindari potensi konflik di masa depan.
Dengan demikian, proses pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan
hukum bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan juga
merupakan upaya untuk memastikan kesejahteraan dan kepastian hukum
bagi anak yang bersangkutan.

3. Alasan dan Faktor Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah keputusan penting yang memerlukan
pertimbangan menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk emosional, sosial,
dan ekonomi. Dalam masyarakat yang kompleks, keputusan ini sering
dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan kebutuhan anak, sehingga tidak
hanya sekadar keinginan memiliki anak, tetapi juga tanggung jawab moral
dan sosial untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut. Oleh karena itu,
penting untuk memahami berbagai faktor yang mendasari pengangkatan

anak agar dapat melihat gambaran yang lebih utuh tentang proses ini dalam

> Marthen M.Polii, Hasil Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai, 13 Januari 2025.
6 Marthen M.Polii, Hasil Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai, 13 Januari 2025.
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konteks sosial. Selain itu, setiap keputusan pengangkatan dan pemeliharaan
anak harus selalu mengutamakan kemaslahatan anak dengan memastikan
terpenuhinya hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan, sehingga masa depan anak dapat terjamin dengan baik.”’

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan lima narasumber yang
mengangkat anak di Kelurahan Girian Permai, dapat diidentifikasi
beberapa faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam pengangkatan
anak yakni sebagai berikut:

a. Kebutuhan Emosional

Dorongan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan emosional,
seringkali menjadi fondasi penting dalam keputusan seseorang untuk
mengangkat anak, seperti yang terlihat pada kasus Ibu Silvia. Ibu Silvia
melakukan pengangkatan anak karena keinginannya untuk memiliki
anak laki-laki. Meskipun ia akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki
setelah mengangkat anak tersebut, motivasi utamanya adalah untuk
memberikan kasih sayang kepada anak yang diangkat.’

Dalam hal ini, kebutuhan emosional untuk membangun ikatan
dengan anak dan memberikan perhatian yang layak menjadi faktor
penting dalam keputusan pengangkatan. Ibu Silvia menegaskan bahwa
pengangkatannya bukan untuk “memancing” kehamilan agar
mendapatkan anak laki-laki, melainkan karena ia merasa senang
memiliki anak laki-laki saat itu. Ini menunjukkan bahwa pengangkatan
anak sering kali didasari oleh keinginan untuk membangun hubungan

emosional yang kuat dan memberikan kasih sayang kepada anak.™

7 Ridwan Jamal, Rosdalina Bukido, dan Yasin, “Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak di
Pengadilan Agama Manado,” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 6, no. 2 (2021): 205-22, 7.
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b. Kondisi Keluarga yang Tidak Stabil

Kondisi keluarga yang tidak stabil menjadi faktor pendorong utama
dalam pengangkatan anak. Ibu Hajira mengangkat anak yang
ditelantarkan pada saat anak tersebut masih berusia enam bulan, setelah
mengetahui bahwa orang tua kandungnya mengalami keretakan rumah
tangga. Dalam situasi ini, ayah dari anak tersebut menyatakan bahwa
sudah tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai ayah untuk anak
tersebut, sehingga menciptakan kebutuhan mendesak untuk
memberikan perlindungan dan kasih sayang. Kejadian jatuhnya anak
dari lantai dua semakin memperkuat urgensi bagi Ibu Hajira untuk
mengambil tanggung jawab dalam memberikan perawatan yang
layak.®

Hal ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan dalam keluarga, seperti
perceraian dan ketidakmampuan orang tua untuk merawat anak, dapat
mendorong individu untuk mengambil langkah proaktif dalam
pengasuhan.

c. Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

Kesehatan dan kesejahteraan anak seringkali menjadi pertimbangan
krusial yang mendorong seseorang untuk mengambil langkah
pengangkatan, terutama ketika anak berada dalam kondisi rentan dan
membutuhkan perlindungan. Alasan tersebut sesuai dengan kasus Ibu
Hadija yang tergerak hatinya untuk merawat anak yang mengidap
penyakit hidrosefalus. Selain itu, anak tersebut juga tidak diakui oleh
ayah kandungnya.® Oleh karena itu, perceraian orang tua dan kondisi
kesehatan anak menjadi faktor pendorong bagi Ibu Hadija untuk
memberikan perawatan dan perhatian yang layak. Dalam hal ini,

keputusan Ibu Hadija untuk mengangkat anak menunjukkan bahwa

8 Hajira, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
81 Hadija, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
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individu sering kali merasa terdorong untuk bertindak ketika mereka
menyaksikan ketidakadilan atau ketidakberdayaan dalam konteks
keluarga.

Di sisi lain, Ibu Fatma mengangkat cucunya sebagai anak setelah
orang tua anak tersebut bercerai akibat kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT). Ayah dari anak tersebut menghilang, dan ibunya tidak mampu
secara finansial setelah menikah lagi dan memiliki anak dari hasil
pernikahan tersebut. Hal ini menjadi ancaman bagi kesejahteraan anak
tersebut. Ibu Fatma merasa tidak mungkin membiarkan cucunya dalam
keadaan terabaikan, sehingga ia mengambil inisiatif untuk
merawatnya. 3 Keputusan Ibu Fatma untuk mengangkat cucunya
mencerminkan komitmen dan tanggung jawab keluarga yang
mendalam, di mana ia berusaha untuk memastikan bahwa cucunya
mendapatkan perawatan yang layak dan perhatian yang dibutuhkan.

d. Kebutuhan Administratif

Kebutuhan administratif kependudukan, khususnya terkait
dokumen identitas seperti Kartu Keluarga (KK), dapat menjadi salah
satu faktor pendorong proses pengangkatan anak, bahkan tanpa melalui
prosedur formal di pengadilan. Hal ini dialami oleh Ibu Sam yang
mengasuh cucunya sejak usia 1 tahun 8 bulan setelah orang tua anak
tersebut bercerai karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Meskipun telah merawat cucunya selama bertahun-tahun, Ibu Sam baru
secara resmi (de facto) mengangkat cucunya sebagai anak angkat ketika
anak tersebut hendak mendaftar SMP. Hal ini dipicu oleh persyaratan
sekolah yang mengharuskan calon siswa memiliki Kartu Keluarga yang
valid. Karena ayah biologis anak tidak pernah mengurus Kartu

Keluarga tersebut, maka dengan persetujuan kedua orang tua biologis,

82 Fatma, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
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anak tersebut akhirnya terdaftar dalam KK Ibu Sam untuk memenuhi
keperluan administratif pendidikan.®

Dalam hal ini, pengangkatan anak tidak hanya didasari oleh faktor
emosional, tetapi juga oleh kebutuhan praktis yang berkaitan dengan
administrasi keluarga. Kesepakatan dengan orang tua kandung anak
menunjukkan pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam proses
pengangkatan. Kebutuhan administratif ini mencerminkan bahwa
dalam beberapa kasus, pengangkatan anak juga dipengaruhi oleh faktor-
faktor praktis yang berkaitan dengan pengaturan dokumen dan status
hukum.

Secara keseluruhan, keputusan untuk mengangkat anak dalam konteks
ini mencerminkan interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling
terkait. Kondisi keluarga yang tidak stabil, kebutuhan emosional, kesehatan
dan kesejahteraan anak, serta kebutuhan administratifa berkontribusi dalam
keputusan individu untuk mengangkat anak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak bukan hanya
sekadar tindakan administratif, tetapi juga merupakan respons terhadap
kondisi sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan
demikian, pengangkatan anak dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang
melibatkan pertimbangan moral, sosial, dan emosional yang mendalam,

yang mencerminkan dinamika kehidupan keluarga dan masyarakat.

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan
di Girian Permai Menurut Hukum Islam

Akibat hukum (Rechtsgevolg) merupakan konsekuensi yuridis yang lahir

pasca terjadinya suatu peristiwa hukum (Rechtsfeit). Pengangkatan anak

merupakan sebuah peristiwa hukum yang memicu serangkaian akibat hukum.

Tindakan pengangkatan anak secara fundamental adalah perbuatan hukum

83 Sam, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 15 Januari 2025.
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yang mengalihkan tanggung jawab atas seorang anak dari lingkungan keluarga
asal atau wali yang sah kepada keluarga angkat. Proses ini bukan sekadar
tindakan seremonial, melainkan serangkaian tindakan yang mencerminkan
adanya komitmen, kasih sayang, dan kesadaran penuh terhadap konsekuensi
hukum yang akan timbul di kemudian hari.%

Dalam konteks pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan
pengadilan di Kelurahan Girian Permai, menunjukkan adanya potensi
problematika hukum yang signifikan berdasarkan perspektif hukum Islam.
Ketiadaan penetapan pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
terkait dengan status anak angkat, terutama dalam hal nasab, kemahraman,
perwalian, dan hak waris. Adapun beberapa akibat hukum terhadap
pengangkatan anak tanpa proses penetapan pengadilan di Kelurahan Girian
Permai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hubungan Nasab
Secara etimologis, istilah nasab berasal dari bahasa Arab yaitu kata an-
nasaba, yang secara harfiah memiliki makna harfiah sebagai keturunan atau
hubungan kekerabatan. Adapun secara terminologis, nasab merujuk pada
garis keturunan yang terjalin melalui hubungan darah, baik secara vertikal
ke atas (ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu dan
keturunan berikutnya), maupun secara horizontal ke samping (saudara,

).85 Menurut hukum Islam, nasab didefinisikan

paman, bibi dan lain-lain
sebagai hubungan kekeluargaan yang terbentuk melalui ikatan darah sebagai
konsekuensi dari pernikahan yang sah.5®

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber di Kelurahan
Girian Permai menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan

tanpa proses penetapan pengadilan menimbulkan sejumlah implikasi hukum

8 Djaja S Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi), 27-29.

8 Alam and Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 175.

8Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran
Al-Qur’an, 2001), 64.
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terhadap hubungan nasab. Dalam prosesnya, para orang tua angkat
mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dalam dokumen
kependudukan seperti kartu keluarga dan akta kelahiran.®’

Perubahan status tersebut mengakibatkan terputusnya hubungan nasab
antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sekaligus menciptakan
hubungan nasab baru antara anak angkat dengan orang tua angkat. Hal ini
tercermin dari penggunaan nama bin atau binti yang merujuk pada nama
orang tua angkat dalam pemanggilan nama kepada anak angkat, seta adanya
larangan pernikahan antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun
dengan anak kandung atau anak angkat lain dalam keluarga tersebut.

Jika dianalisis berdasarkan hukum Islam, proses tersebut bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariat terkait nasab dan kemahraman. Islam sendiri
membolehkan pengangkatan anak dalam arti memberikan cinta dan kasih
sayang, perlindungan serta nafkah terhadap anak angkat. Namun, Islam juga
melarang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Hal ini
ditegaskan dalam Q.S al-Ahzab ayat empat dan ayat lima. Ayat tersebut
turun ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat mantan budaknya, Zaid
bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Pada masa itu, banyak sahabat Nabi
yang memanggil Zaid dengan sebutan “Zaid bin Muhammad,” karena
Rasulullah pernah menyatakan di depan umum bahwa Zaid adalah putranya
dan akan saling mewarisi. Namun, kebiasaan memanggil Zaid dengan nama
tersebut terus berlanjut, sehingga Allah SWT menurunkan ayat tersebut
untuk meluruskan hal ini.%

2. Kemahraman

Dalam ajaran Islam, proses pengangkatan anak tidak mengubah status

kemahraman secara hukum syariat. Anak yang diangkat tidak dianggap

sebagai mahram bagi orang tua angkat maupun bagi anak kandung dari

87 Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
8 Fithrotin, Lubabah Diyanah, and Wakhidatun Nihlah, “Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an
Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi),” 4/ Furgan 6, no. 1 (2023): 8.
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orang tua tersebut. Dengan kata lain, walaupun secara administratif anak
angkat dicatat sebagai anak kandung dalam dokumen resmi seperti kartu
keluarga atau akta kelahiran, hal ini tidak mengubah hubungan nasab dan
kemahraman menurut Islam. Oleh karena itu, anak angkat tetap dianggap
bukan mahram dalam keluarga angkatnya, sehingga aturan-aturan yang
berkaitan dengan batasan aurat dan larangan menikah tetap berlaku sama
seperti terhadap orang lain yang tidak memiliki hubungan mahram.

Jika status anak angkat diubah menjadi anak kandung dalam dokumen
resmi dan diperlakukan sebagai mahram (misalnya, dengan penggunaan
bin/binti orang tua angkat dan larangan menikah dengan keluarga angkat),
hal ini bertentangan dengan prinsip syariat. Islam menegaskan bahwa nasab
hanya ditetapkan berdasarkan hubungan darah (nasab), hubungan
pernikahan yang sah (mushaharah) dan hubungan persusuan (radha’ah).

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa’ ayat 23 yaitu :

wvmjﬁ\wr&wjfb i Sl SCle s
ol Bl S iy aelogh 52 ST S 74l Sl
Sz Wu@zr*;%v{“rjdbuﬁzr‘;&s“rfwwf»»
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Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak
perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara
perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak
perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari
saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara
perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak
perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari
istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur
dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu
(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu
(menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada
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masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.”®

Ayat tersebut secara spesifik menyebutkan kategori wanita yang haram
dinikahi bagi laki-laki dan bagi perempuan berlaku sebaliknya.
Berdasarkan ayat tersebut, anak angkat tidak termasuk dalam kategori
mahram bagi orang tua angkat atau anggota keluarga lainnya.

Di dalam masyarakat Kelurahan Girian Permai, terdapat praktik
mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dalam dokumen
kependudukan, termasuk perubahan penggunaan nama bin atau binti yang
mengacu pada orang tua angkat. Hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa
anak angkat telah menjadi bagian dari nasab keluarga angkat, padahal
secara syariat Islam hal tersebut tidak sah karena nasab hanya diakui
berdasarkan garis keturunan darah, persusuan, atau pernikahan yang sah.

Namun, terdapat pengecualian dalam kasus tertentu, seperti yang terjadi
pada Ibu Sam dan Ibu Fatma yang mengangkat cucu kandung mereka
sebagai anak angkat. Dalam situasi ini, hubungan nasab tetap terjaga karena
anak angkat tersebut merupakan keturunan langsung dari anak mereka.
Oleh karena itu, cucu yang diangkat sebagai anak oleh Ibu Sam dan Ibu
Fatma tetap menjadi mahram bagi mereka dan anggota keluarga lainnya
sesuai dengan prinsip hukum Islam.

3. Perwalian

Perwalian dalam istilah Figh disebut wilayah, yang berarti penguasaan
dan perlindungan. Konsep perwalian dalam pengangkatan anak mencakup
tanggung jawab hukum yang dialihkan dari orang tua biologis kepada orang
tua angkat, dengan implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek
kehidupan anak tersebut. Dalam praktiknya, perwalian ini meliputi

kewenangan terhadap diri anak, pengelolaan harta, representasi dalam

8 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 81 .
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tindakan hukum, hingga peran sebagai wali nikah khususnya untuk anak

perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Girian
Permai, terdapat kecenderungan yang konsisten di mana orang tua angkat
mengambil peran sebagai wali penuh terhadap anak angkatnya.®® Hal ini
termanifestasi dalam bentuk tanggung jawab terhadap diri anak yang
mencakup aspek pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan. Pola ini
mengindikasikan bahwa meskipun tidak memiliki legitimasi formal melalui
penetapan pengadilan, orang tua angkat menjalankan fungsi perwalian yang
komprehensif dan menyeluruh, seakan-akan secara de facto telah
memperoleh kewenangan penuh.

Aspek yang cukup menarik dan kompleks dari konsep perwalian ini
adalah berkaitan dengan peran wali nikah, khususnya untuk anak
perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah memiliki
kedudukan penting sebagai rukun nikah yang harus dipenuhi untuk
keabsahan sebuah pernikahan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19
dijelaskan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang wajib
dipenuhi dalam pernikahan, khususnya bagi calon mempelai wanita yang
memerlukan wali untuk menikahkannya. Selanjutnya, pada pasal berikutnya
dijelaskan mengenai syarat menjadi wali nikah yakni :

a. Wali nikah haruslah seorang pria yang memenuhi ketentuan hukum
Islam yakni beragama Islam, berakal sehat dan telah mencapai usia
baligh (dewasa secara syariat).

b. Wali nikah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim.%

Wali nasab terbagi menjadi empat kelompok yang diurutkan
berdasarkan kedekatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok yang

memiliki hubungan paling dekat mendapatkan prioritas sebagai wali,

% Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
91 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 12-13.
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sedangkan kelompok lain mengikuti sesuai tingkat kedekatan

kekerabatan. Keempat kelompok tersebut adalah:

1) Kerabat laki-laki dalam garis keturunan lurus ke atas, seperti ayah,
kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.

2) Kerabat laki-laki yang merupakan saudara kandung laki-laki atau
saudara seayah dari calon mempelai wanita, termasuk keturunan laki-
laki mereka.

3) Kerabat laki-laki dari paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah, serta keturunan laki-laki mereka.

4) Kerabat laki-laki dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-
laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka.%

Kewajiban adanya wali dalam pernikahan juga disebutkan dalam
hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam
kitab Sunan Ibnu Majah nomor 1880 sebagai berikut :

«;)_5),\ \.N.x’uj\)__‘l\d\ JU\ c CEAOAN “’L"u“
W Lo Jp25 J6 JB st ol o2 555 \u;&\w\ §oc) 4l Eis
Y\ CK, N

\\S

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Abdul
Malik bin Abu Asy Syawarib) berkata: telah menceritakan
kepada kami (Abu 'Awanah) telah menceritakan kepada kami
(Abu Ishaq Al Hamdani) dari (Abu Burdah) dari (Abu Musa) ia
berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (H.R. Ibnu
Majah).%

92 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 13.
% Abi ’Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwaini, Sunan Ibnu Majah Juz 1 / Abi ’Abdillah
Muhammad Bin Yazid Al-Qazwaini (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 605.
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Perwalian nikah ini didasarkan pada hubungan nasab yang jelas
antara wali dengan perempuan yang akan dinikahkan, dimana urutan wali
nikah dimulai dari ayah kandung, kakek pihak ayah, saudara laki-laki
sekandung, dan seterusnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Hasil wawancara dengan Ibu Sam, satu-satunya narasumber yang
mengangkat anak perempuan, mengungkapkan perspektif yang berbeda.
Meskipun berperan sebagai wali penuh bagi anak angkat perempuannya,
Ibu Sam berpendapat bahwa dalam hal pernikahan, prioritas utama tetap
diberikan kepada ayah kandung dari anak angkat tersebut untuk menjadi
wali nikah, dengan syarat yang bersangkutan bersedia. Jika ayah
kandung tidak dapat atau tidak bersedia menjadi wali, maka solusi
alternatif yang akan ditempuh adalah dengan meminta wali hakim dari
Kantor Urusan Agama (KUA), mengingat kakek dari pihak ibu tidak
memenuhi persyaratan sebagai wali nikah menurut hukum Islam.%

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman masyarakat tentang
konsep perwalian dalam hukum perkawinan Islam, di mana wali nikah
untuk pihak perempuan harus berasal dari garis keturunan laki-laki dari
pihak ayah kandung.

4. Kewarisan
Kewarisan merupakan salah satu aspek krusial dalam hukum keluarga
Islam yang diatur secara detail dalam al-Qur’an, hadis dan ijtihad para
ulama. Setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan dan tidak dapat
diabaikan dengan tujuan agar setiap individu dalam keluarga memperoleh
haknya secara adil dan terhindar dari perselisihan di kemudian hari.
Ketentuan pembagian warisan ini dijelaskan secara rinci dalam Q.S an-Nisa’

ayat 11 bahwa Allah Swt. berfirman:

% Sam, Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 15 Januari 2025.
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Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki
sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu
semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan)
itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika
dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh
kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang
meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat
seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang
dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”%®

Dalam khazanah hukum Islam, khususnya sebagaimana termaktub
dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan Islam
didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur peralihan hak
kepemilikan atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya.
Hukum ini juga secara rinci menetapkan siapa saja yang berhak menerima
warisan, siapa yang tidak berhak menerima warisan serta proporsi bagian

yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.%

% Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, 78.
% Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 3.
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Berdasarkan prinsip kewarisan Islam (ilmu faraidh), anak angkat tidak
termasuk dalam kategori ahli waris yang sah. Hal ini berarti anak angkat
tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya
secara langsung sebagaimana anak kandung. Dalam hukum Islam, warisan
hanya dapat diberikan kepada mereka yang memiliki ikatan nasab atau
ikatan perkawinan dengan pewaris. ¥ Meski demikian, hukum Islam
memberikan alternatif bagi anak angkat agar dapat memperoleh harta dari
orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Sesuai dengan pasal 209 KHI, anak
angkat berhak menerima wasiat wajibah yang jumlahnya maksimal
sepertiga dari total harta peninggalan orang tua angkat, asalkan tidak ada
wasiat lain yang telah dibuat sebelumnya.®®

Pembagian harta warisan pada masyarakat Kelurahan Girian Permai,
pada umumnya tidak berdasar pada hukum Islam. Mayoritas narasumber
termasuk Ibu Silvia, Ibu Hadija dan Ibu Hajira menyatakan bahwa mereka
akan menyamakan bagian warisan anak angkat dengan anak kandung
mereka. Ini menunjukkan adanya ikatan emosional yang kuat karena mereka
mempunyai alasan bahwa anak yang diangkat sudah mereka rawat seperti
anak kandung mereka sejak anak itu lahir.%®

Berbeda dengan Ibu Sam dan Ibu Fatma yang mengangkat cucu mereka
sendiri sebagai anak angkat. Mereka berpendapat bahwa mereka akan tetap
memberikan bagian yang sama sesuai dengan status asli anak tersebut yaitu
sebagai cucu.'® Hal ini menunjukkan bahwa pada lingkungan masyarakat
Girian Permai, hubungan emosional dan rasa tanggung jawab terhadap anak
angkat lebih memengaruhi keputusan pembagian warisan dibandingkan

dengan aturan hukum Islam.

97 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 89.

9 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia, 106-107.
% Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
100 Hasil Wawancara dengan Orang Tua Angkat di Kelurahan Girian Permai, 14 Januari 2025.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan mengenai pengangkatan anak tanpa proses

penetapan pengadilan dan akibat hukumnya pada masyarakat Kelurahan Girian

Permai Kota Bitung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pengetahuan masyarakat tentang aspek yuridis pengangkatan anak di
kelurahan Girian Permai masih tergolong rendah karena mayoritas
narasumber memiliki tingkat pengetahuan yang masih terbatas, meskipun
beberapa menunjukkan kesadaran akan pentingnya legalitas. Pengangkatan
anak di Kelurahan Girian Permai dilakukan melalui kesepakatan informal
antara orang tua kandung dan orang tua angkat, tanpa melalui prosedur
penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan
pengangkatan anak meliputi kebutuhan emosional, kondisi keluarga yang
tidak stabil, kesehatan dan kesejahteraan anak, serta kebutuhan
administratif.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di
Kelurahan Girian Permai menimbulkan konsekuensi yuridis dalam tinjauan
hukum Islam. Dalam aspek nasab, mengubah status anak angkat menjadi
anak kandung dalam dokumen kependudukan bertentangan dengan prinsip
syariat yang melarang penasaban anak angkat kepada orang tua angkatnya
sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ahzab ayat 4-5. Terkait
kemahraman, Islam hanya mengakui hubungan mahram yang timbul karena
hubungan darah, pernikahan sah, atau persusuan, sehingga perubahan status
administratif tidak mengubah fakta biologis dan asal-usul dari anak angkat.
Dalam hal perwalian, meskipun orang tua angkat menjalankan tanggung
jawab pengasuhan secara penuh, wali nikah bagi anak perempuan tetap
harus berasal dari garis keturunan ayah kandung. Sementara dalam konteks

kewarisan Islam, anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ahli waris.
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Namun dapat menerima harta melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga
bagian, meskipun mayoritas narasumber menyatakan akan menyamakan
bagian warisan anak angkat dengan anak kandung mereka berdasarkan

ikatan emosional yang telah terjalin.

B. Saran

I.

Pemerintah perlu menyelenggarakan sosialisasi mengenai tata cara
pengangkatan anak yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan
perundang-undangan agar masyarakat Kelurahan Girian Permai dapat
memahami secara detail prosedur legal dari pengangkatan anak. Selain itu,
pejabat kelurahan setempat hendaknya meningkatkan kepekaan dan
perhatian terhadap dinamika serta perilaku apa saja yang terjadi pada
masyarakatnya, sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi dan diatasi
secara proaktif, tidak hanya menunggu laporan atau munculnya
permasalahan yang meresahkan dari masyarakat.

Masyarakat perlu memahami risiko hukum pengangkatan anak tanpa
penetapan pengadilan, termasuk masalah hak waris, perwalian, identitas,
dan administrasi. Prioritaskan kepentingan terbaik anak dengan memastikan
kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sesuai prosedur
hukum agar hak-haknya terlindungi. Bagi yang sudah melakukan
pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, maka untuk
memperbaikinya perlu pengesahan melalui pengadilan demi melegalkan

status anak angkat tersebut dan menghindari masalah di masa depan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ORANG TUA YANG MENGADOPSI

Nama :Silvia T

Usia : 47 Tahun

Jenis Kelamin  : Perempuan

Alamat : Candi Madani, Girian Permai

No. Pertanyaan Jawaban Narasumber

1. | Bagaimana tatacara Ibu Silvia | Tidak melalui proses pengadilan. Dulu,
dalam  mengangkat anak? | saat anak tersebut masih dalam
Apakah melalui penetapan | kandungan, kami membuat perjanjian
pengadilan? dengan orang tuanya bahwa jika anak itu

laki-laki, kami akan mengambilnya
sebagai anak angkat. Kebetulan, ibunya
masih bersaudara dengan saya. Saya
mengangkat anak itu saat saya berusia 22
tahun.

2. | Apa alasan dan tujuan Ibu | Karena saya tidak memiliki anak laki-
Silvia memutuskan  untuk | laki. Tetapi, setelah saya mengangkat
mengangkat anak tersebut? anak itu, saya dikaruniai anak laki-laki

pada tahun berikutnya. Alasan utama
saya mengangkat anak bukanlah untuk
“pancingan” atau semacamnya,
melainkan karena saya memang ingin
memiliki anak laki-laki.

3. | Bagaimana hubungan anak | Ibunya  masih  selalu = menjalin
tersebut dengan orang tua | komunikasi dengan anak tersebut, tetapi
kandungnya hingga saat ini? dengan ayahnya sudah tidak ada

komunikasi.

4. | Apakah anak tersebut | Ya, dia tahu
mengetahui bahwa dia adalah
anak angkat?

5. | Apakah ibu Silvia mengetahui | Tidak tahu
bagaimana akibat hukum dari
pengangkatan anak?

6. | Apakah Ibu Silvia megetahui | Kurang tahu
PP Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak?

7. | Apakah Ibu Silvia mengetahui | Tidak tahu




prosedur pengangkatan anak
menurut aturan yang berlaku?

8. | Mengenai waris, apakah anak | Tetap akan saya berikan bagian yang
tersebut akan mendapatkan | sama dengan anak kandung, karena
warisan sama seperti bagian | sampai sekarang saya menganggap dia
anak kandung? sebagai anak kandung saya sendiri. Saya

sudah merawatnya sejak lahir.

9. | Bagaimana status anak tersebut | Di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran,
dalam Kartu Keluarga dan Akta | dia tercatat sebagai anak kandung.
Kelahiran?

Nama : Hajira U
Usia : 56 Tahun
Jenis Kelamin  : Perempuan

Alamat

: Candi Madani, Girian Permai

No.

Pertanyaan

Jawaban Narasumber

1.

Bagaimana tatacara Ibu Hajira
dalam mengangkat anak?
Apakah melalui penetapan
pengadilan?

Tidak melalui pengadilan, hanya secara
kekeluargaan. Waktu itu orang tuanya
yang tawarkan untuk angkat anak itu kalau
dia laki-laki.

Apa alasan dan tujuan Ibu
Hajira memutuskan untuk
mengangkat anak tersebut?

Saat itu, anak tersebut berusia 6 bulan.
Orang tua kandungnya sedang mengalami
masalah rumah tangga dan berencana
untuk berpisah. Karena tidak ada yang
bisa mengurus anak tersebut, orang tua
anak (yang merupakan ipar saya)
menawarkan agar saya mengadopsi anak
tersebut. Selain itu, anak tersebut pernah
jatuh dari lantai 2 dan hampir meninggal.
Sebelum anak itu lahir, ibu kandungnya
sudah berkeinginan agar jika anak itu laki-
laki, saya yang mengasuhnya. Ibu
kandungnya ikhlas menyerahkan anak
tersebut kepada saya. Tujuan saya
mengangkat anak tersebut adalah agar ia
selamat, panjang umur, dan mendapatkan
kasih sayang.

Bagaimana hubungan anak
tersebut dengan orang tua
kandungnya hingga saat ini?

Hubungan anak tersebut dengan ibu
kandungnya baik-baik saja, mereka masih
saling menelepon.




4. | Apakah anak tersebut | Dia Tahu
mengetahui bahwa dia adalah
anak angkat?

5. | Apakah Ibu Hajira | Ya, saya tahu. Meskipun hanya anak yang
mengetahui bagaimana akibat | diadopsi, ia tetap harus mendapatkan
hukum dari pengangkatan | bagian harta warisan jika ada.
anak?

6. | Apakah Ibu Hajira megetahui | Tidak tahu
PP Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak?

7. | Apakah lbu Hajira | Saya tahu. Awalnya, kami berencana
mengetahui prosedur | untuk membuat surat perjanjian hitam di
pengangkatan anak menurut | atas putih. Namun, karena orang tua
aturan yang berlaku? kandung anak sudah ikhlas menyerahkan

anak tersebut, proses tersebut tidak jadi
dilakukan.

8. | Mengenai waris, apakah anak | Karena sudah saya anggap seperti anak
tersebut akan mendapatkan | sendiri, jadi tetap akan saya samakan
warisan sama seperti bagian | dengan bagiannya anak kandung.
anak kandung?

9. | Bagaimana  status  anak | Sebagai anak kandung
tersebut dalam Kartu
Keluarga dan Akta Kelahiran?

Nama : Hadija H
Usia : 48 Tahun
Jenis Kelamin  : Perempuan
Alamat : Candi Madani, Girian Permai
No. Pertanyaan Jawaban Narasumber

Bagaimana tatacara Ibu Hadija
dalam mengangkat anak? Apakah
melalui penetapan pengadilan?

Tidak melalui pengadilan, hanya
berdasarkan kesepakatan keluarga.
Ibu kandung anak tersebut adalah
adik kandung saya, jadi anak ini
sebenarnya keponakan saya. Saya
mengangkat anak ini pada tahun
2013.

Apa alasan dan tujuan Ibu Hadija
memutuskan untuk mengangkat

anak tersebut?

Karena saya merasa kasihan karena
ayah kandungnya tidak mengakui
anak tersebut. Selain itu, anak ini




menderita penyakit hidrosefalus.
Saya merasa sayang dan dari hati
nurani ingin merawat dan
memberikan kasih sayang.

3. | Bagaimana  hubungan  anak | Ibu kandungnya sudah jarang
tersebut dengan orang tua | menemuinya
kandungnya hingga saat ini?

4. | Apakah anak tersebut mengetahui | Saat ini, anak ini belum mengetahui
bahwa dia adalah anak angkat? bahwa dia adalah anak angkat karena

masih kecil. Namun, nanti jika
usianya sudah cukup, saya akan
memberitahunya.

5. | Apakah Ibu Hadija mengetahui | Tidak tahu
bagaimana akibat hukum dari
pengangkatan anak?

6. | Apakah Ibu Hadija megetahui PP | Tidak tahu
Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

7. | Apakah Ibu Hadija mengetahui | Tidak Tahu
prosedur  pengangkatan  anak
menurut aturan yang berlaku?

8. | Mengenai waris, apakah anak | Tetap akan diberikan warisan yang
tersebut  akan  mendapatkan | sama dengan bagian anak kandung.
warisan sama seperti bagian anak
kandung?

9. | Bagaimana status anak tersebut | Sebagai anak kandung
dalam Kartu Keluarga dan Akta
Kelahiran?

Nama : Fatma K
Usia : 55 Tahun
Jenis Kelamin  : Perempuan

Alamat

: Candi Madani, Girian Permai

No.

Pertanyaan

Jawaban Narasumber

1.

Bagaimana tatacara Ibu Fatma

dalam  mengangkat  anak?
Apakah melalui penetapan
pengadilan?

Tidak  melalui
berdasarkan kesepakatan dengan ibu
kandungnya, yang merupakan anak saya,
karena ayah kandungnya sudah pergi
sejak anak tersebut berusia 3 bulan.

pengadilan. Hanya




Apa alasan dan tujuan lbu
Fatma memutuskan  untuk
mengangkat anak tersebut?

Saat itu, anak tersebut masih berusia 3
bulan dan merupakan cucu saya. Orang
tuanya sudah berpisah karena KDRT.
Saya berinisiatif untuk mengambil anak
tersebut  karena  ayahnya  sudah
menghilang sejak usia 3 bulan dan
ibunya sudah menikah lagi dengan
kondisi ekonomi yang kurang mampu
karena harus mengurus 2 anak lainnya.
Selain itu, dia adalah cucu saya, jadi
tidak mungkin saya sebagai neneknya
hanya membiarkan anak tersebut. Jadi,

saya  merawatnya  agar  semua

kebutuhannya dapat terpenuhi.
Bagaimana hubungan anak | Ibunya masih menjenguknya, tetapi
tersebut dengan orang tua | tidak memberikan nafkah. Nafkah hanya

kandungnya hingga saat ini?

berasal dari saya sebagai neneknya.
Ayahnya, seperti yang saya katakan tadi,
tidak pernah melihatnya sejak usia 3
bulan sampai sekarang.

Apakah anak tersebut
mengetahui bahwa dia adalah
anak angkat?

Yang dia tahu sekarang, saya adalah
neneknya. Dia juga tahu siapa ibunya.

Apakah Ibu Fatma mengetahui | Tidak tahu
bagaimana akibat hukum dari
pengangkatan anak?

Apakah Ibu Fatma megetahui | Tidak tahu

PP Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak?

Apakah Ibu Fatma mengetahui
prosedur pengangkatan anak
menurut aturan yang berlaku?

Untuk aturan tersebut, saya juga tidak
tahu sama sekali.

Mengenai waris, apakah anak
tersebut akan mendapatkan
warisan sama seperti bagian
anak kandung?

Karena dia cucu, tetap akan diberikan
bagian warisan yang sama dengan
bagian cucu.

Bagaimana status anak tersebut
dalam Kartu Keluarga dan Akta
Kelahiran?

Sekarang akta kelahiran dan kartu
keluarganya sedang diurus ulang untuk
dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga
saya, karena orang tuanya tidak memiliki
buku nikah, hanya menikah secara
agama. Saya sebenarnya juga tidak
terlalu mengerti bagaimana  cara




mengurus ini, tapi saya berencana untuk
menghadap ke kantor lurah atau capil
untuk mengetahui prosesnya.
10. | Bagaimana jika nanti Ibu Fatma | Tetap akan diurus, kalau ada biaya.
. . ., | Karena sangat sulit untuk bisa masuk
diarahkan oleh pihak  Capil sekolah jika tidak ada akta kelahiran dan
untuk menempuh jalur | kartu keluarga.
pengadilan dalam
pengangkatan anak tersebut?
Nama : Sam
Usia : 59 Tahun
Jenis Kelamin  : Perempuan
Alamat : Candi Madani, Girian Permai
No. Pertanyaan Jawaban Narasumber

1.

Bagaimana tatacara Ibu Sam

dalam  mengangkat  anak?
Apakah melalui penetapan
pengadilan?

Tidak pakai proses pengadilan. Anak ini
sebenarnya cucu saya, yang saya rawat
sejak usia 1 tahun 8 bulan. saya adopsi
anak ini berdasarkan kesepakatan
dengan orang tuanya yang sudah
bercerai, Waktu itu orang tuanya sudah
pisah lalu ibunya pergi merantau dan
ayahnya tidak pernah jenguk dan kasih
nafkah sampai sekarang. Nanti saya
angkat jadi anak waktu dia mau masuk
SMP, karena pihak sekolah minta Kartu
Keluarga, saya telfon ayahnya tanya
kalau ada kartu keluarga, ternyata tidak
pernah wurus. lalu, ayahnya bilang
masukkan saja ke KK saya. Jadi, orang
tuanya sepakat untuk memasukkan anak
ini ke kartu keluarga saya

Apa alasan dan tujuan Ibu Sam
memutuskan untuk mengangkat
anak tersebut?

Untuk melengkapi persyaratan
administrasi sekolah, terutama Kartu
Keluarga. Meskipun anak ini cucu saya,
saya sudah merawatnya sejak kecil
hingga sekarang dia kuliah. Selain itu,
ayahnya tidak memberikan nafkah,




hanya ibunya saja.

anak
tua

Bagaimana hubungan
tersebut dengan orang
kandungnya hingga saat ini?

Ibunya masih merantau, tetapi selalu
pulang setahun sekali. Ibunya juga yang
mengirimkan uang untuk biaya sekolah
dan kebutuhan lainnya. Sementara
ayahnya, sejak mereka berpisah, tidak
pernah datang menjenguk maupun
memberikan nafkah.

Apakah anak tersebut
mengetahui bahwa dia adalah
anak angkat?

Dia tahu bahwa saya adalah neneknya,
dan statusnya di KK adalah sebagai
anak. Dia juga sudah mengerti mengenai
hal itu.

Apakah Ibu Sam mengetahui
bagaimana akibat hukum dari
pengangkatan anak?

Tidak tahu

Apakah Ibu Sam megetahui PP
Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan
Anak?

Kurang tahu mengenai aturan-aturan
seperti itu.

Apakah lbu Sam mengetahui
prosedur pengangkatan anak
menurut aturan yang berlaku?

Tidak tahu

Mengenai waris, apakah anak
tersebut akan mendapatkan
warisan sama seperti bagian
anak kandung?

Karena anak ini cucu saya, maka dalam
masalah warisan, dia akan mendapatkan
bagian sebagai cucu.

Bagaimana hak perwalian

untuk anak angkat Ibu Sam?

Karena dia perempuan, nanti saat akan
menikah, saya tetap akan memberikan
hak perwalian nikah kepada ayahnya,
jika ayahnya bersedia. Tetapi, jika
ayahnya tidak bersedia, saya akan
meminta wali hakim dari KUA, karena
suami saya (kakek) tidak bisa menjadi
wali nikah karena dari pihak perempuan.

10.

Bagaimana status anak tersebut
dalam Kartu Keluarga dan Akta

Kelahiran?

Di KK dan akta kelahiran, dia tercatat
sebagai anak kandung.




Nama

Usia

: Bapak Marthen M. Polii, S.Sos

: 58 Tahun

Jenis Kelamin  : Laki-Laki

Alamat : Girian Permai

Jabatan

: Kepala Kelurahan Girian Permai

No.

Pertanyaan

Jawaban Narasumber

1.

Bagaimana praktik
pengangkatan anak di
Kelurahan Girian Permai sejauh
ini yang Bapak ketahui?

Sejak saya bertugas, belum pernah ada
laporan dari masyarakat ke kantor
kelurahan terkait proses pengangkatan
anak. Mungkin, masyarakat langsung
mengurusnya ke Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Capil) pada tahun-
tahun sebelumnya. Namun, selama saya
menjabat, belum ada satu pun
pengajuan pengangkatan anak yang
dilaporkan ke kelurahan.

Bagaimana tanggapan Bapak
terkait praktik pengangkatan
anak yang tidak melalui proses
Penetapan Pengadilan?

Pengangkatan anak seharusnya tetap
melalui jalur hukum, yaitu melalui
proses penetapan di pengadilan. Jangan
sampai ada orang yang mengangkat
anak tanpa persetujuan dari orang tua
kandung. Hal ini penting karena di masa
depan, ketika anak tersebut sudah
dewasa, ia mungkin akan mencari tahu
tentang riwayat hidupnya atau kembali
kepada orang tua kandungnya.

Apakah Bapak setuju dengan
praktik pengangkatan anak
yang tanpa penetapan
pengadilan?

Saya tentu tidak setuju dengan praktik
tersebut karena hal itu berpotensi
menimbulkan masalah di kemudian
hari, terutama jika ada pihak-pihak yang
merasa keberatan.

Bagaimana Bapak sebagai
pemerintah Kelurahan
menyikapi masyarakat yang
mengangkat anak dengan
memasukkan anak angkatnya
ke dalam Kartu Keluarga dan
Akta Lahir sebagai anak
kandung?

Jika ada masyarakat yang akan
melakukan pengangkatan anak, tentu
harus mengikuti prosedur resmi.
Mereka harus melapor ke kelurahan
terlebih dahulu untuk memastikan
berkas lengkap sebelum diajukan ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Untuk akta lahir, pihak kelurahan
sendiri tidak mempunyai wewenang
untuk mengubah status orang tua angkat




menjadi orang tua kandung, dan surat
keterangan lahir pun harus diperoleh
dari bidan atau rumah sakit, bukan dari
kelurahan.

Bagaimana jika kasus
pengangkatan ~ anak  tanpa
penetapan pengadilan
menimbulkan ~ masalah  di
kemudian hari? Bagaimana

pihak kelurahan memberikan
solusi terhadap hal tersebut

Kami dari pihak kelurahan tentu akan
berupaya melakukan mediasi dengan
memanggil pihak-pihak terkait untuk
mencari solusi yang tepat, serta
berkoordinasi dengan pihak Kecamatan
dan  Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Apakah Bapak mengetahui
adanya Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan
Anak?

Karena belum pernah ada laporan dari
masyarakat mengenai pengangkatan
anak, saya belum pernah membaca
secara rinci peraturan tersebut. Namun,
saya yakin bahwa pengangkatan anak
pasti memiliki aturan yang harus
dipatuhi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN ORANG TUA YANG
MENGANGKAT ANAK DAN KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI

Wawancara dengan narasumber Ibu Hajira U



Wawancara dengan narasumber Ibu Fatma



PEMERINTAH KOTA BITUNG
KECAMATAN GIRIAN

KANTOR LURAH
GIRIAN PERMAI

Wawancara dengan Kepala Kelurahan Girian Permai,
Bapak Marthen M. Polii, S.Sos



SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI NARASUMBER
PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN
BER!

‘DIA MENJADI NARASUMBER PENELITIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gilia Taupo

Usia - A e

Jenis Kelamin : Ppreaguen

Alamat : Gurian meu, Conds Wndams

menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi narasumber untuk
penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah IAIN Manado, yaitu :

Nama : Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM © 20211020
Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penctapan Pengadilan di

Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu
mengenai penelitian ini. Adapun saya berikan ini adalah jawaban sebenarnya sesuai

dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat

digunakan scbagaimana mestinya.

Bitung, (4Januari 2025

Narasumber

SURAT PERNYATAAN
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JADI NARASUMBER PENELITIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
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Usia : 5.6

Jenis Kelamin : pﬂEMﬂ(AA/ .

Alamat CQuPer earpi WABANL

menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi narasumber untuk
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Fakultas Syariah IAIN Manado, yaitu :

Nama Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM 120211020
Judul . Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penctapan Pengadilan di

Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu
mengenai penelitian ini. Adapun saya berikan ini adalah jawaban sebenarnya sesuai

dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demi

ian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, Januari 2025

Nar:

asumber




SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R‘AUA Hm'[:'

Usia 3 13

Jenis Kelamin : qumw
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menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi narasumber untuk

penelitian yang dilakukan olch Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga
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Nama : Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM : 20211020
Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di

Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu
mengenai penelitian ini. Adapun saya berikan ini adalah jawaban sebenarnya sesuai

dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung,® Januari 2025

Narasumber

G

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Sam

Usia 3555

Jenis Kelamin : Pa‘awfbrm

Alamat 3 EA?.,-, Cancli  Modans

menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi ber untuk

penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga
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Nama ¢ Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM : 20211020
Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di

Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesvatu
mengenai penelitian ini. Adapun saya berikan ini adalah jawaban sebenamya sesuai

dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung,  Januari 2025

Narasumber




SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI NARASUMBER PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : fA(’WV\ kﬁriM
Usia : 65 dahun
Jenis Kelamin : Qy-mfm

Alamat : Cands Modnii, 5‘]’”

menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi menjadi narasumber untuk

peneli yang dilak Mal

oleh Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah IAIN Manado, yaitu :

Nama : Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM © 20211020
Judul

Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan di

Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala sesuatu

mengenai penelitian ini. Adapun saya berikan ini adalah jawaban sebenarya sesuai

dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, {4 Januari 2025

Narasumber

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN
KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 3 /ﬁf\u‘[t\gu M ?UU[, ’1 gﬂ';
Usia © Ya

Jenis Kelamin : l/’)\(i dalad

. Gidan  Dumed :
Alamat 2 CLaY/ | /U X i
Sabotan ¢ Kepala Wilurghan  iddn pemnd
menyatakan bahwa saddari :
Nama : Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM 20211020
Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penctapan Pengadilan di

Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden
penelitian skripsi. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, )2 Januari 2025

Responden
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SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

FAKULTAS SYARI'AH
Jin. Dr. SH. Sarundajang Ringroad | Manado Telp, 0431-860616 Manado 95128

fasy:_\(inrinit_rmanadn.ac._ig Lg’inin-manado.ac.id

Nomor - B- §30 nin.25/F 1/PP.00 9/12/2024 Manado, |t pesember 2024

Lamp - Proposal
Hal pPermohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama  Nadiah Azzahra Bachdlar
NIM 120211020

Semester - VI (tujuh)

Program Studi Hukum Keluarga (S1)

Bermaksud melakukan penelitian di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung
dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan
Pengadilan di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian Kota Bitung” sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan
kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian
selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 16 Desember 2024 s.d. 16 Februari 2024

Demikan harapan kami dan tenma kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam
Wakil Dekan | Bidang Akademik

N\ \"D" Mﬁﬂﬁ Nur, M.H
“NIPL187605012003121003

Tembusan:

Rektor IAIN Manado,
Dekan Fakultas Syariah;,
Mahasiswa

GG GLAF 2 femsas O

w2200 IS ENEBIAIATA pusaka

140 BI04 50 11801 T01R




A. Biodata Pribadi
Nama
Tempat Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Alamat

Agama

Status Perkawinan
Pekerjaan

No. HP

Alamat Email

B. Nama Orang Tua
1. Ayah

Nama
Pekerjaan
2. Ibu
Nama
Pekerjaan
C. Riwayat Pendidikan
SD
SMP
SMA

Perguruan Tinggi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nadiah Azzahra Bachdlar
Bitung, 29 Mei 2003

Perempuan

Malendeng Recidence Blok W No. 2, Kelurahan
Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado,

Provinsi Sulawesi Utara.
Islam

Belum Menikah
Mahasiswa
089697997628

bachdarnadiah@gmail.com

Fuad Bachdar
Tidak Bekerja

Samsia Lamaonde

Ibu Rumah Tangga

SD Negeri Girian Indah

SMP Negeri 1 Bitung

SMA Negeri 1 Bitung

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado



. Pengalaman Organisasi

Anggota Media Creative Himpunan Mahasiswa Ahwal Al-Syakshiyah
(HMPS-AS) Fakultas Syariah IAIN Manado Periode 2022 — 2023.
Sekretaris Bidang Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa KIP-Kuliah dan
Bidikmisi (HIMAKIPSI) IAIN Manado Periode 2022 — 2023.

Wakil Ketua I Bidang Administrasi, Pendidikan dan Kaderisasi Forum
Mahasiswa KIP-Kuliah (FORMAKIP) IAIN Manado Periode 2023 —2024.
Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Ahwal  Al-Syakshiyah
(HIMAPRODI-AS) Fakultas Syariah IAIN Manado Periode 2023 — 2024.
Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA-FS) TAIN
Manado Periode 2024 — 2025.



